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ABSTRAK 

 

Skripsi ini merupakan hasil penelitian lapangan (field research) dengan objek 

penelitian dengan judul “Analisis Yuridis Terhadap Pandangan Kepala KUA 

Kota Surabaya tentang Kebijakan DISPENDUKCAPIL Kota Surabaya 

Mengenai Nasab Anak Dalam Akta Kelahiran”. Skripsi ini ditulis untuk 

menjawab pertanyaan yang dituangkan dalam tiga rumusan masalah yaitu: (1) 

Bagaimana kebijakan DISPENDUKCAPIL Kota Surabaya mengenai nasab anak 

dalam Akta Kelahiran. (2) Bagaimana pandangan Kepala KUA Kota Surabaya 

terhadap kebijakan DISPENDUKCAPIL Kota Surabaya mengenai nasab anak 

dalam Akta Kelahiran.(3) Bagaimana analisis yuridis terhadap pandangan Kepala 

KUA Kota Surabaya tentang kebijakan DISPENDUKCAPIL Kota Surabaya 

mengenai nasab anak dalam Akta Kelahiran. 

Data yang diperlukan dalam penelitian ini dikumpulkan dengan teknik 

wawancara, dan studi pustaka yang kemudian penulis menganalisis dengan 

teknik deskriptif dengan pola pikir deduktif yakni menjabarkan kedudukan anak 

dalam KHI, UU No.1 tahun 1974 tentang perkawinan dan UU No.23 tahun 2002 

tentang perlindungan anak yang data tersebut dianalisis menggunakan analisis 

induktif yakni tentang pandangan Kepala KUA Kota Surabaya tentang 

Kebiijakan DISPENDUKCAPIL  Kota Surabaya mengenai nasab anak dalam 

akta kelahiran. Selanjutnya data tersebut menggunakan analisis yuridis dan 

teknik analisis data yang digunakan yaitu deskriptif kualitatif. Dengan 

mengumpulkan data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data yang 

digunakan adalah wawancara dan dokumentasi. 

Hasil penelitian ini menunjukkan secara yuridis menurut pandangan Kepala 

KUA Kota Surabaya tentang kebijakan DISPENDUKCAPIL Kota Surabaya 

sudah sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam, UU RI No.1 Tahun 1974 tentang 

perkawinan, UU RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak dan Peraturan 

Nasional lainnya yang relevan peraturan tersebut mengatur nasab anak/status 

anak dalam akta kelahiran yang diterbitkan oleh DISPENDUKCAPIL Kota 

Surabaya, karena seorang anak harus dilindungi hak anak diantaranya: (1) H}aqqul 
Wilayah; (2) H}aqqul Rada>’ah; (3) H}aqqul Munafaqah; dan (4) H}aqqul Irthi.   

   Perlu digaris bawahi untuk anak adopsi/anak angkat yang diketahui orang 

tua kandungnya maka di dalam Akta kelahiran tercantum nama kedua orang tua 

kandungnya tetapi ada tambahan catatan pinggir yang berupa suatu penetapan 

dari Pengadilan bahwa anak tersebut telah diadopsi orang lain dan orang tua 

angkat harus memberitahukan kepada anak angkatnya mengenai asal usulnya dan 

orang tua kandungnya (pasal 40 UU RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan 

Anak), disamping itu  

Sejalan kesimpulan diatas, maka kepada DISPENDUKCAPIL Kota 

Surabaya dalam pengechekkan berkas sejatinya juga harus mempertimbangkan 

data-data yang kongkrit dan kebenaran formil maupun materil dari warga Kota 

Surabaya agar tidak terjadi kesalahan data tersebut karena akta kelahiran adalah 

akta autentik yang berkekuatan hukum tetap dan yang menentukan nasab anak. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Jika akad nikah telah berlangsung, dan sah memenuhi syarat rukunnya maka 

mempunyai akibat-akibat hukum. Dengan demikian, akan menimbulkan pula hak 

dan kewajibannya selaku suami istri. Akan tetapi, tidak semua akibat hukum 

yang menyangkut tentang perkawinan dapat diatur dalam buku kesatu B.W yang 

lain. Disamping itu, meskipun tidak semua akibat hukum dapat diatur dalam B.W 

akibat-akibat hukum perkawinan diatur dalam undang-undang lainnya. Adapun 

ketentuan-ketentuan yang mengatur hak-hak dan kewajiban-kewajiban pasangan 

suami istri terdapat dalam pasal 103 sampai 118 B.W. Hak-hak dan kewajiban-

kewajiban suami istri dibagi menjadi dua hal: 

1. Sebagai akibat yang timbul dari hubungan suami istri itu sendiri; 

2. Sebagai akibat yang timbul dari kekuasaan suami.1 

Menurut di dalam buku Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara 

Peradilan Agama dan Zakat penulis Mohammad Idris2, dijelaskan bahwasanya 

akibat hukum dari suatu perkawinan yang sah antara lain sebagai berikut: 

menjadi halal dalam berhubungan seksual dan bersenang-senang antara suami 

istri, mahar yang diberikan menjadi milik sang istri, timbulnya hak dan 

                                                           
1 R.soetojo Prawirohamidjojo dan Marthalena Pohan, Hukum Orang adn Keluarga (personen en 

familie-recht),Cet:IV (Surabaya:Airlangga University Press, 2008), 43. 
2 Mohammad Idris, Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradialn Agama dan 

Zakat (Jakarta:Sinar Grafika, 1995), 49-50. 
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kewajiban antara suami istri, suami menjadi kepala rumah tangga dan istri 

menjadi ibu rumah tangga, anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan itu 

menjadi anak sah, timbul kewajiban suami untuk membiayai, mendidik anak dan 

istrinya serta mengusahakan tempat tinggal bersama, timbulnya larangan 

perkawinan karena hubungan semenda, bapak berhak menjadi wali nikah bagi 

anak perempuannya, bila diantara suami atau istri salah satunya meninggal, 

maka yang lainnya berhak menjadi wali pengawas terhadap anak-anak dan 

hartanya.  

بَةََّ,َّحَد َّثَ نَاَّيزَيِْدَُّبْنَُّشُعْبَةََّ,َّأَنَّْأَبَِّْقَ زَعَةََّ,َّعَنَّْحَكِيْمَِّبْنَّمُعََّحَد َّ اَّوِيةَََّ,َّعَنََّّْثَ نَاَّأبَوَُّبَكْرَِّبْنَّأَبَِّْشَي ْ

رْأةََِّعَلَىَّالز وْجَِّ؟
َ
َّالم قاَلََّ:َّأَنَّْيطُْعِمَهَاَّإِذَاََّّأبَيِْهَِّ,َّأَن َّرَجُلاَّسَأَلًاَّالن بِ َّصَل ىَّاللهَّعَلَيْهَِّوَسَل مََّ:َّمَاحَقُّ

 طعَِمََّ,َّوَأَنَّْيَكْسُوَهَاَّإِذَاكْتَسَىَّ,َّوَلاَّيَضْرِبَِّالْوَجْهََّ,َّوَلَاَّيُ قَبِ حَّْ,َّوَلَاَّيَ هْجُرَّْإِلا َّفَِّْالْبَ يْت

 

Dari Abu Bakar bin Abi Syaibah, dari Yazid  bin Harun, dari Syu’bah, dari Abi 

Qaza’ah, dari Hakim bin Muawiyah, dari bapaknya,: Bahwa seorang laki-laki 

bertanya kepada Rasulullah Saw.: “Ya Rasulullah , apa hak seorang isteri yang 

harus dipenuhi oleh suaminya?”, Rasulullah Saw. Menjawab: “engkau meberinya 

makan apabila engkau makan, engkau memberinya pakaian apabila engkau 

berpakaian, janganlah engkau memukul wajahnya, dan jangan engkau menjelek-

jelekannya, dan janganlah engkau tinggalkan melainkan dia dalam rumah (jangan 

berpisah tempat tidur melainkan di dalam ru mah).3 
 

Pada pasal 30 bab VI hak dan kewajiban suami istri diatur juga dalam UU RI 

Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang berbunyi: Suami istri memikul 

                                                           
3 Muhammad Fuad abdul Baqi, Sunan Ibnu Majjah Juz I (Mat}ba’ah:Dar Ah}ya>ul Kitab al-

‘arabi>yah, 207-275 M), 593-594. 
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kewajiban yag luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar 

susunan masyarakat. 

Pasal 31 berbunyi: (1) hak dan kewajiban suami istri adalah seimbang dengan 

hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup 

bersama masyarakat. (2) Masing masing pihak berhak untuk melakukan 

perbuatan hukum. (3) Suami adalah kepala keluarga dan istri adalah ibu rumah 

tangga. Pasal 32 berbunyi: (1) Suami istri harus mempunyai tempat kediaman 

yang tetap. (2) Rumah tempat kediaman yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini 

ditentukan oleh suami istri bersama. Pasal 33 berbunyi: Suami-istri wajib saling 

cinta mencintai hormat menghormati setia dan memberi bantuan lahir batin yang 

satu kepada yang lain. Pasal  34 berbunyi: (1) Suami wajib melindungi istrinya 

dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan 

kemampuan. (2) Istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya. (3) 

Jika suami atau istri melalaikan kewajiban masing-masing dapat mengajukan ke 

Pengadilan.4 

Demikian pula dalam Kompilasi Hukum Islam juga telah dipaparkan 

mengenai hak dan kewajiban suami istri yang tertera dalam pasal 77 sampai 

dengan pasal 84 yang sudah jelas akan kedudukan suami isrti dalam pemenuhan 

hak dan menjalankan kewajiban masing-masing.5 

                                                           
4 UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan:Cet.VII (Jakarta:Sinar Grafika, 2007), 11. 
5 Kompilasi Hukum Islam (KHI) Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Perwakafan 

(Jakarta:Permata Press, 2003), 24-28. 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

4 
 

Perkawinan yang sah pasangan suami istri akan memperoleh kepastian dan 

perlindungan hukum sebagai warga negara bilamana pada suatu saat kasus hukum 

dikemudian hari. Anak-anak memperoleh kejelasan status keperdataan siapa itu 

ayahnya maupun ibunya di hadapan hukum. 6 

Nasab atau keturunan artinya pertalian atau hubungan yang menentukan asal 

usul seorang manusia dalam pertalian darahnya. Disyari’atkannya perkawinan 

adalah  untuk menentukan keturunan menurut Islam agar anak yang lahir dengan 

jalan pernikahan yang sah memiliki status yang jelas. Artinya anak itu sah 

mempunyai bapak dan mempunyai ibu. Akan tetapi, kalau anak itu lahir diluar 

pernikahan yang sah, maka anak itu statusnya menjadi tidak jelas hanya 

mempunyai ibu, tetapi tidak mempunyai bapak.7 

Di dalam hukum agama Islam tidak ada ketentuan khusus yang mengatur 

tentang kedudukan anak dalam ikatan perkawinan. Namun dari tujuan 

perkawinan dalam Islam adalah untuk memenuhi perintah Allah SWT agar 

memperoleh keturunan yang sah. Seorang anak yang sah ialah anak yang 

dianggap lahir dari perkawinan yang sah antara ayah dan ibunya. Sahnya seorang 

anak didalam Islam adalah menentukan apakah ada atau tidak hubungan 

kebapakan (nasab) dengan seorang laki-laki, dalam hal hubungan nasab dengan 

bapaknya tidak ditentukan oleh kehendak atau kerelaan manusia, namun 

                                                           
6 Fuaddin TM. Pengasuhan Anak dalam Keluarga Islam  (Jakarta: Kerjasama Lemabaga Kajian 

Agama dan Gender, 1999), 1. 
7 Slamet abidin dan Aminuddin, Fiqih Munakahat (Bandung:CV.Pustaka Setia,1999), 157. 
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ditentukan oleh perkawinan yang dengan nama Allah disucikan. Dalam hukum 

Islam ada ketentuan batasan kelahirannya, yaitu batasan minimal kelahiran anak 

dari perkawinan ibunya adalah minimal 6 (enam ) bulan. 

Pasal 250.B.W. bahwa anak sah adalah anak yang dilahirkan atau tumbuh 

sepanjang perkawinan, sehingga suami istrinya sebagai ayahnya. Hukum di 

Indonesia  lebih mengutamakan saat anak itu tumbuh. Menurut ketentuan pasal 

251 B.W., keabsahan seorang anak dilahirkan sebelum hari yang ke-180 setelah 

perkawinan dilangsungkan, anak sebagai suami, ia boleh menyangkal keabsahan 

anak tersebut.8 

Dalam hukum Islam istilah “bapak” dan “ibu” dalam hubungan  anak ini 

adalah disebabkan oleh pernikahan yang sah dengan mengucapkan ijab kabul. 

Andai kata lahir seorang anak dari antara bapak dan ibu ini, maka anak ini 

dinamakan anak yang sah. Akan tetapi kalau anak itu lahir bukan dari pernikahan 

yang sah, maka anak ini disebut anak hasil zina atau anak tidak sah.9 

Dalam (QS. Al-ahzab:5) yakni: 

َّفإَِنَّْلَََّْت ََّ ينَّبََءَهُمَّْفََّمُواَّآعْلََّادْعُوهُمَّْلآبََئهِِمَّْهُوََّأقَْسَطَُّعِنْدََّاللَِّ  َّوَمَوَاليِكُمَّْوَليَْسََّعَلَيْكُمَّْإِخْوَانكُُمَّْفَِّالدِ 

َّغَفُوَّاكَانََّوََّكُمَّْفِيمَاَّأَخْطأَْتَُُّْبهَِِّوَلَكِنَّْمَاَّتَ عَم دَتَّْقُ لُوبَُّجُنَاحٌَّ  (٥َََّّّراًَّرَحِيمًاَّ)للَّ 

Artinya: Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (Memakai) nama bapak-

bapak mereka; itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dn jika kamu tidak 

mengetahui bapak-baak mereka, maka (panggilah mereka sebagai)  saudara-

                                                           
8 R. Soetojo Prawirohamidjojo Marthalena Pohan, Hukum Orang dan Keluarga (Personen en 

familie-recht),...166. 
9 Slamet abidin dan Aminuddin, Fiqih Munakahat,...159. 
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saudaramu seagama dan maula-maulamu. Dan idak ada dosa atasmu terhadap apa 

yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh 

hatimu. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.10 
 

Hamil diluar nikah menjadi sebuah problema yang sangat banyak zaman 

sekarang dan membutuhkan solusi yang tepat, karena hal ini dapat membawa 

kegelisahan dimasyarakat terutama orang tua karena kelahiran seorang anak 

dalam suatu perkawinan tersebut merupakan suatu hal yang sangat penting dan 

setiap anak yang baru dilahirkan hendaknya harus dicatatkan di kantor catatan 

sipil dengan segera, meskipun anak tersebut hasil dari perbuatan zina (akibat 

hamil luar nikah) karena hal itu sangat penting untuk anak tersebut agar 

mempunyai status yang jelas keperdataan baik dengan ayah maupun dengan 

ibunya di masa depan kelak. 

Akta kelahiran merupakan identitas diri seseorang, yang membedakan satu 

orang dengan yang lainnya. Dalam Akta Kelahiran memuat nama, tempat dan 

tanggal kelahiran serta nama orang tua yaitu ibu dan bapak anak tersebut, dengan 

demikian Akta Kelahiran memiliki arti dan kekuatan yang membuktikan adanya 

hubungan hukum antara anak dengan orang tua. Secara logika, mustahil seorang 

anak dilahirkan oleh seorang ibu tanpa adanya peran seorang laki-laki (bapak 

anak tersebut) yang mengakibatkan lahirnya anak tersebut. Namun dalam hukum, 

kedudukan anak dapat terjadi hanya memiliki hubungan hukum dengan ibunya 

saja, bahkan seorang anak dapat tidak memiliki hubungan hukum dengan ibu dan 

                                                           
10 Departemen Agama R.I, al-Qur’an dan Terjemahannya:Al-Hikmah (Bandung:CV.Peneribit 

Diponegoro, 2003), 418. 
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bapaknya. Diantara faktor-faktor yang mempengaruhi status hukum seseorang, 

maka perkawinan merupakan faktor yang paling berpengaruh atas kedudukan 

hukum orang yang terikat dalam perkawinan tersebut. Karena dari perkawinan itu 

tercipta suatu hubungan hukum antara suami isteri, kemudian jika dalam 

perkawinan dilahirkan anak, maka tercipta hubungan hukum antara orang tua dan 

anak, demikian pula hubungan dengan keluarga masing-masing suami istri. 

Terciptanya hubungan hukum tersebut membawa serta timbulnnya 

tanggungjawab satu terhadap lain sebagaimana ditentukan dalam Undang-

undang.11 

Disamping itu juga pembuatan akta kelahiran seorang anak di indonesia ini 

menjadi kebutuhan primer, ketika seorang anak telah lahir di dunia ini maka 

orang tua wajib mendaftarkan anaknya ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan 

Sipil agar mempunyai akta kelahiran dan agar akui oleh negara karena ketika 

anak tersebut dewasa dan melangsungkan sebuah pernikahan untuk menentukan 

nasab anak tersebut pihak KUA melihat akta kelahiran anak tersebut sebagai 

bukti autentik. 

Mengingat pentingnya akta kelahiran, seorang anak haruslah mempunyai 

akta kelahiran meskipun ia anak diluar nikah dikarenakan sebuah akta kelahiran 

merupakan sebuah akta autentik yang akan menjadi alat bukti ataupun dasar 

hukum yang kuat jika terjadi masalah di kemudian hari. 

                                                           
11 Wahyono Darmabrata, Hukum Perkawinan Menurut KUHPerdata (Depok: Fakultas Hukum 

Universitas Indonesia, 2006), 54. 
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Di dalam Undang-undang Republik Indonesia No.23 Tahun 2006 tentang 

administrasi Kependudukan pasal 27 dan pasal 28.12 

Pasal 27 yang berbunyi: 

1) Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana di 

tempat terjadinya pristiwa kelahiran paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak 

kelahiran. 

2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh 

Pejabat Pencatatan Sipil mecatat pada register akta kelahiran dan menerbitkan 

dan menerbitkan kutipan akta kelahiran. 

Pasal 28 yang berbunyi: 

1) Pencatatan kelahiran dalam register akta kelahiran dan penerbitan kutipan akta 

kelahiran terhadap peristiwa  kelahiran seseorang yang tidak diketahui asal 

usul atau keberadaan orang tuanya, didasarkan pada laporan orang yang 

menemukan dilengkapi dengan berita acara pemeriksaan dari Kepolisian. 

2) Kutipan akta kelahiran sebagaimana di maksud pada ayat (1) diterbitkan oleh 

Pejabat Pencatatan Sipil dan disimpan oleh Instansi Pelaksana.13 

Pada prinsipnya tidak ada perbedaan dalam prosedur dalam pembuatan akta 

kelahiran baik itu anak yang lahir dalam pernikahan maupun anak dari hasil 

hubungan diluar nikah, keduanya sama-sama bisa mengurus akta kelahiran. 

Apalagi pada saat ini pemerintah kota Surabaya sendiripun telah mencetuskan 

                                                           
12 Undang-undang Republik Indonesia No.23 Tahun 2006, tentang Administrasi Kependudukan. 
13 Ibid., 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

9 
 

adanya aplikasi e-lampid yang dimana salah satunya masyarakat kota Surabaya 

bisa lebih mudah untuk mengurus akta kelahiran secara otomatis tanpa langsung 

datang dan mengantri ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota 

Surabaya. 

Dalam Undang-undang perkawinan pada BAB IX tentang kedudukan anak 

pada pasal 42 dipaparkan bahwasanya anak yang sah adalah anak yang dilahirkan 

dalam atau sebagai perkawinan yang sah.14 Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 

99 ayat (1) anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan 

yang sah.15 

KUHPerdata BAB XII Bagian 1 tentang anak-anak sah pasal 250 dipaparkan 

bahwasanya anak yang dilahirkan atau dibesarkan selama perkawinan, 

memperoleh suami sebagai bapaknya, dan pada pasal 251 dijelasakan bahwsanya 

sahnya anak dilahirkan sebelum hari keseratus delapan puluh dari perkawinan, 

dapat di ingkari oleh suami.16  

Pada waktu pembuatan akta kelahiran tentunya menyangkutkan nasab anak 

ke dalam akta kelahiran dan pastinya dalam penentuan nasab anak tersebut 

terdapat kebijakan-kebijakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota 

Surabaya seperti halnya masa kelahiran anak, dan apa yang melatar belakangi 

adanya suatu kebijakan tersebut mengenai masa kelahiran anak, hasil wawancara 

                                                           
14 Undang-undang R.I Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi 

Hukum Islam (Bandung:Citra Umbara, 2017), 14. 
15 Kompilasi Hukum Islam (KHI),… 99. 
16 Kitab Undang-undang Hukum Perdata,..89. 
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dari beberapa Kepala KUA Kecamatan Kota Surabaya bahwasanya pada tahun ini 

terdapat adanya suatu sistem untuk mempermudah pengurusan akta kelahiran dan 

disamping itu pula terdapat suatu kebijakan bahwasanya setelah akad nikah isteri 

tersebut melahirkan anak kurang dari 6 bulan perhitungannya setelah akad maka 

anak yang lahir hanya mempunyai nasab dan keperdataan ke ibunya, sedangkan 

ketika si isteri setelah menikah melahirkan anak lebih dari 6 bulan dihitung 

setelah akad nikah maka nasab anak kepada ayahnya. Anak dari hasil perkawinan 

wanita hamil karena zina yang statusnya tidak sah dapat memperoleh hubungan 

perdata dengan bapak biologisnya, yaitu dengan cara memberikan mengajukan 

pengakuan terhadap anak luar kawin ke Pengadilan Agama. Namun ternyata hasil 

wawancara peneliti dengan pihak Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota 

Surabaya bahwasanya tidak adanya sebuah kebijakan yang telah di paparkan oleh 

beberapa Kepala KUA di Surabaya dan hasil wawancara peniliti ternyata 

kebijakannya sudah sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam dan Undang-undang 

Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. 

Secara singkat letak permasalaha n ini adalah ketidak singkronisasi antara 

pendapat Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Surabaya dengan 

Kebijakan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya mengenai 

nasab anak dalam Akta Kelahiran. 

Oleh karena itu, penulis tertarik untuk menganalisis mengenai kebiajakan 

DISPENDUK CAPIL Kota Surabaya dalam Pandangan Kepala KUA Surabaya 
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karena di Kota Surabaya sendiri juga masih sebagian yang melaksanakan 

perkawinan akibat kawin hamil hal ini juga akan berdampak terhadap nasab anak 

yang akan dilahirkannya dan masih adanya kekeliruan dalam akta kelahiran 

mengenai nasab anak adopsi yang mana dalam akta kelahiran tertera nama orang 

tua angkat sebagai orang tua kandung sehingga ini juga akan mengakibatkan pada 

perwalian ketika menikah, pihak DISPENDUKCAPIL Kota Surabaya sendiri 

pasti juga mempunyai beberapa alasan dan dasar hukum mengenai implikasi 

daripada kebijakan itu sendiri agar terciptanya kemaslahatan di Kota Surabaya ini 

dan Pandangan Kepala KUA Kota Suarabaya juga berperan penting dalam hal ini. 

Berdasarkan pemaparan masalah di atas, penelitian ini berusaha mengkaji 

secara mendalam “Analisis Yuridis Terhadap Pandangan Kepala KUA Kota 

Surabaya Tentang Kebijakan DISPENDUKCAPIL Kota Surabaya Mengenai akta 

kelahiran” 

 

B. Identifikasi dan Batasan Masalah   

Dari pemaparan latar belakang diatas bahwasanya terdapat beberapa masalah 

yang dapat diidentifikasi dalam penelitian ini, sebagai berikut: 

1. kebijakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya mengenai 

nasab anak dalam akta kelahiran. 

2. Pandangan Kepala KUA Kota Surabaya tentang kebijakan DISPENDUKCAPIL 

Kota Surabaya mengenai nasab anak dalam Akta Kelahiran. 
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3. Kepala KUA meliputi: Kepala KUA Kecamatan Wonokromo, Kepala KUA 

Kecamatan Rungkut dan Kepala KUA Kecamatan Simokerto. 

4. Analisis Yuridis terhadap Pandangan Kepala KUA Kota Surabaya tentang 

kebijakan DISPENDUKCAPIL Kota Surabaya mengenai nasab anak dalam 

Akta Kelahiran. 

5. Akibat perkawinan. 

6. Nasab anak menurut hukum islam dan hukum positif. 

7. Anak yang sah. 

8. Anak Adopsi dan/anak angkat. 

9. Alasan dan dasar hukumnya. 

10. Maslahah Mursalah. 

Agar pembahasan penelitian ini lebih jelas dan fokus sebagai upaya 

menghindari kesimpangsiuran, maka perlu adanya suatu pembatasan masalah 

yang meliputi: 

1. Tentang kebijakan DISPENDUKCAPIL Kota Surabaya mengenai nasab anak 

dalam akta kelahiran. 

2. Pandangan Kepala KUA Kota Surabaya terhadap kebijakan 

DISPENDUKCAPIL Kota Surabaya mengenai nasab anak dalam akta 

kelahiran. 
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3. Analisis Yuridis terhadap pandangan KUA Kota Surabaya tentang kebijakan 

DISPENDUKCAPIL Kota Surabaya mengenai nasab anak dalam akta 

kelahiran. 

  

C. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana kebijakan DISPENDUKCAPIL Kota Surabaya mengenai nasab 

anak dalam akta kelahiran? 

2. Bagaimana pandangan Kepala KUA Kota Surabaya terhadap kebijakan 

DISPENDUKCAPIL Kota Surabaya mengenai nasab anak dalam akta 

kelahiran? 

3. Bagaimana analisis yuridis terhadap pandangan Kepala KUA Kota  Surabaya 

tentang kebijakan DISPENDUKCAPIL Kota Surabaya mengenai nasab anak 

dalam akta kelahiran? 

 

D. Kajian Pustaka 

Penelitian penentuan nasab anak akibat kawin hamil dalam akta kelahiran 

belum ada yang mengkajinya, akan tetapi ada beberapa skripsi terdahulu yang 

hampir sama mengkaji dalam aspek tersebut: 

1. Farida Hanum, dalam skripsinya yang berjudul “Status anak yang dilahirkan 

dari perkawinan wanita hamil karena zina menurut KHI dan undang-undang 

Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan”. Skripsi ini membahas tentang 

pengaturan pernikahan wanita hamil dalam KHI Pasal 53 yang pada intinya 

perkawinan terhadap wanita hamil adalah sah apabila dilakukan dengan laki-
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laki yang menghamilinya dan perkawinan tersebut menjadi tidak sah apabila 

dilakukan dengan laki-laki yang tidak menghamilinya. Status hukum anak 

tersebut apabila menikah dengan laki-laki yang menghamilinya maka status 

anak tersebut menjadi anak sah akan tetapi apabila perkawinan tersebut 

dilakukan dengan laki-laki yang bukan menghamilinya maka status anak 

tersebut menjadi anak tidak sah.17  

2. Siti Rachmah (2015) , dalam skripsinya yang berjudul “Pandangan hukum 

islam terhadap kawin hamil dan akibatnya terhadap perwalian (Studi Kasus di 

KUA Kecamatan Koja)”. Skripsi ini membahas tentang perkawinan wanita 

hamil akibat perzinahan, dikalangan ulama’ terdapat beberapa perbedaan 

karena sebagian ulama’ ada yang mengatakan sah dan ada juga yang 

mengatakan tidak sah. Menurut KHI perkawinan wanita hamil karena zina 

adalah sah apabila yang mengawini adalah yang menghamilinya. Sedangkan 

untuk menentukan status anak yang dilahirkan itu adalah anak sah atau bukan 

telah tertera dalam pasal 99 huruf a menyebutkan bahwa anak yang sah adalah 

anak yang akibat perkawinan yang sah. Dan dalam KHI juga dipaparkan dalam 

pasal 100 disebutkan bahwa anak yang lahir diluar nikah mempunyai hubungan 

nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya.18 

                                                           
17 Farida Hanum, “Status Anak Yang Dilahirkan Dari Perkawinan Wanita Hamil Karena Zina 

Menurut KHI Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan” (Skripsi—

Universitas Sumatera Utara, Medan, 2014), 12. 
18 Siti Rachmah, “Pandangan  Hukum  Islam  Terhadap  Kawin Hamil Dan Akibatnya Terhadap 

Perwalian (Studi Kasus di KUA Kecamatan Koja)” ( Skripsi—UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 

2015), 59. 
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Dari kedua skripsi diatas tersebut perbedaan skripsi ini membahas lebih 

mengacu terhadap pandangan ulama’, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan 

KHI yang mana pembahasan tersebut lebih spesifik kepada kawin hamil akibat 

zina dan nasab anak anak menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan 

KHI. 

3. Ismail Dimagh F (2017). Dalam skripsinya yang berjudul “Analisis Hukum 

Terhadap Pencatatan Akta Kelahiran Anak dari Hasil Hubungan  Incest 

Menurut Hukum Islam Dikaitkan dengan Undang-undang Administrasi 

Kependudukan dna KHI”, skripsi ini membahas tentang dua hal, yaitu 

pencatatan akta kelahiran anak hasil hubungan incest menurut UU Nomor 24 

Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2006 Tentang 

Administrasi Kependudukan dan Pemenuhan hak anak yang dilahirkan dari 

hasil hubungan insect ditinjau dari KHI, kependudukan menegaskan bahwa, 

setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi pelaksana di 

tempat terjadinya peristiwa kelahiran paling lambat 60 hari sejak kelahiran. 

Dalam skripsi ini ranah pemhasannya lebih kepada perkawinan senasab dan 

hak anak dari hasil hubunagn incest terhadap pencatatan akta kelahiran anak 

tersebut.19 

                                                           
19 Ismail Dimagh f, “Analisis Hukum Terhadap Pencatatan Akta Kelahiran Anak dari Hasil 

Hubungan  Incest Menurut Hukum Islam Dikaitkan dengan Undang-undang Administrasi 

Kependudukan dna KHI”. (Skripsi—UIN Padjajaran, Sumedang Jawa Barat, 2017). 
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4. Fitria Nurmalisa (2017), dalam skripsinya yang berjudul “Keabsahan Nasab 

Anak (Menurut Hukum Islam dan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 

Revisi atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan 

anak)”, skripsi ini membahas tentang keabsahan nasab seorang anak pada saat 

pembuatan Akta Kelahiran bagi anak yang tidak diketahui orang tuanya. 

Dalam Hukum Islam fukaha’ sepakat jika ada seorang muslim yang mengakui 

seorang anak sebagai anaknya dan dia yakin bahwa anak tersebut bukan anak 

orang lain maka nasabnya dapat dinisbahkan kepadanya. Dalam UU 

perlindungan anak menjelaskan bahwa anak tersebut harus ada yang 

mengangkatnya atau dititipkan kepada lembaga yang memiliki kekuatan 

hukum (panti asuhan) yang mana ketetapan tersebut harus dikeluarkan oleh 

Mahkamah Syari’ah. Perbedaan dalam penjelasan skripsi ini lebih menekankan 

kepada keabsahan nasab anak akibat orang tuanya tidak diketahui.20 

Penulis tertarik untuk mengangkat hal baru sehingga terlihat jelas bahwa 

penulis tidak melalukan pengulangan atau duplikasi dari kajian atau penelitian 

yang sudah ada, yang diamana pada skirpsi ini terfokus pada Pandangan Kepala 

KUA Surabaya tentang kebijakan DISPENDUK CAPIL Kota Surabaya mengenai 

nasab anak dalam akta kelahiran. 

 

                                                           
20 Fitria Nurmalisa, “Keabsahan Nasab Anak (Menurut Hukum Islam dan Undang-undang Nomor 

35 Tahun 2014 Revisi atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak)” 

(Skripsi—UIN Ar-Raniry, Darussalam Banda Aceh, 2017), 75. 
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E. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian yang dicapai dalam penelitian ini ialah: 

1. Untuk mengetahui secara mendalam kebijakan Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil Kota Surabaya mengenai penentuan nasab anak terlebih 

akibat kawin hamil dalam Akta kelahiran. 

2. Untuk mengetahui pandangan Kepala KUA Surabaya dalam menyikapi 

permasalahan mengenai kebijakan DISPENDUKCAPIL Kota Surabaya 

terhadap penentuan nasab anak akibat kawin hamil dalam Akta Kelahiran yang 

kedepannya akan berdampak terhadap penentuan wali juga. 

3. Untuk mengetahui analisis yuridis terhadap pandangan Kepala KUA Surabaya 

tentang kebijakan DISPENDUKCAPIL Kota Surabaya mengenai nasab anak 

dalam akta kelahiran. 

 

F. Kegunaan Hasil Penelitian 

Kegunaan penelitian ini mempunyaai dua aspek sebagai berikut: 

1. Teoritis 

Hasil penelitian guna untuk menambah pengetahuan dan informasi dalam 

penemuan hukum khususnya dibidang hukum keluarga fakultas Syari’ah dan 

Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya. 
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2. Praktis. 

Hasil penelitian ini diharapkan bisa memberikan penyadaran terhadap 

masyarakat luas khususnya yang berkaitan dnegan status anak ataupun nasab 

anak akan sangat penting dalam hukum di negara ini. 

 

G. Definisi Operasional 

Untuk menghidari kekeliruan dan kesalahan dalam memahami judul skripsi 

ini perlu adanya batasan pengertian serta penjelasan terhadap judul, berikut 

beberapa definisi oprasional yaitu: 

Analisis Yuridis : Proses penelaah atau pemecahan suatu 

permasalahan dari sudut pandang hukum yang 

menghasilkan kesimpulan-kesimpulan yang 

mana dalam hal ini yuridis tersebut 

menggunakan Kompilasi Hukum Islam, UU RI 

No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan UU 

RI No.23 Tahun 2002 tentang Pelindungan 

anak guna untuk menelaah terhadap 

pandangan Kepala KUA Kota Surabaya 

tentang Kebijakan DISPENDUKCAPIL Kota 

Surabaya mengenai nasab anak dalam akta 

kelahiran. 
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Pandangan Kepala KUA : pendapat atau gagasan menurut Kepala KUA 

Surabaya yang meliputi Kepala KUA 

Wonokromo, Kepala KUA Kecamatan 

Rungkut dan Kepala KUA Simokerto dalam 

melihat kebijakan DISPENDUKCAPIL Kota 

Surabaya mengenai hukum penentuan nasab 

anak dalam akta kelahiran. 

Kebijakan DISPENDUKCAPIL Kota Surabaya : Merupakan rangkaian konsep 

atau program dan dasar rencana dalam 

pelaksanaan yang dikeluarkan oleh 

DISPENDUKCAPIL Kota Surabaya seperti 

kasus yang telah terjadi di salah satu 

kecamatan Kota Surabaya bahwasanya 

ketika pembuatan akta kelahiran secara 

online ternyata berkas tersebut ditolak 

dengan alasan kelahiran si anak kurang dari 6 

bulan setelah akad nikah dilangsungkan dan 

dianjurkan untuk ke Pengadilan Agama guna 

mengajukan pengakuan anak, akan tetapi 

seiring waktu ternyata kebijakan tersebut 

telah dihapus, dengan demikian kebijakan 
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tersebut kembali lagi kepada KHI pasal 99 

huruf a dan b, UU No.1 Tahun 1974 tentang 

Perkawinan pasal 42. kebijakan adalah 

konsep atau program yang bisa saja di hapus 

karena belum menjadi peraturan tetap 

pemerintahan . 

Nasab anak : Suatu tali yang menghubungkan keluarga 

dan hubungan darah lainnya, sedangkan 

secara istilah nasab adalah keturunan yang 

didapat dari pernikahanyang sah dan 

memiliki ikatan atau hubungan darah yang 

disebut keluarga, baik itu dari ayah, ibu 

maupun dari keduanya.21 

Akta Kelahiran : Merupakan bukti sah mengenai status dan 

peristiwa kelahiran seseorang yang 

dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil.22 

 

                                                           
21 Dalam Islam.com, “Arti Nasab”, dalam  http://dalamislam.com/dasar-islam/arti-nasab.html  

Diakses pada 11 November 2017. 
22  Kemendagri, “Pembuatan Akta Kelahiran”, dalam  Http://satulayanan.id/layanan/index/3/akta-

kelahiran-pembuatan-batu/kemendagri.html. Diakses pada 11 November 2017. 

http://dalamislam.com/dasar-islam/arti-nasab.html
http://satulayanan.id/layanan/index/3/akta-kelahiran-pembuatan-batu/kemendagri.html
http://satulayanan.id/layanan/index/3/akta-kelahiran-pembuatan-batu/kemendagri.html
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Jadi yang dimaksud dengan “Analisis analisis tehadap pandangan Kepala 

KUA Kota Surabaya tentang kebijakan DISPENDUKCAPIL Kota Surabaya 

mengenai nasab anak dalam akta kelahiran” adalah menganalisis pandangan 

Kepala KUA Kota Surabaya tentang kebijakan DISPENDUKCAPIL Kota 

Surabaya mengenai nasab anak dalam akta kelahiran dan implikasi daripada 

kebijakan  tersebut dengan menggunakan alat analisis berupa KHI, UU RI No.1 

Tahun 1974 tentang Perkawinan dan UU RI No.23 Tahun 2002 tentang 

Perlindungan Anak. 

 

H. Metode Penelitian 

Metode penelitian adalah strategi umum yang dianut dalam pengumpulan 

dan analisis data yang diperlukan guna menjawab masalah yang dihadapi.23 

Berikut rangkaian metode dalam penelitian ini: 

1. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah: 

a. Kebijakan DISPENDUKCAPIL Kota Surabaya mengenai nasab anak dalam 

akta kelahiran. 

b. Pandangan Kepala KUA Surabaya terhadap Kebijakan DISPENDUKCAPIL 

Kota Surabaya mengenai nasab anak dalam akta kelahiran. 

 

 

 

                                                           
23Sukidin dan Mundir, Metode Penelitian:Membimbing dan Mengantar Kesuksesan Anda dalam 

Dunia Penelitian (Surabaya:Insan cendikia, 2005 ), 6. 
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2. Sumber Data 

Yang dimaksud  dengan sumber data dalam penelitian adalah darimana data 

diperoleh.24 Berkaitan dengan rumusan masalah di atas maka data ini sesuai 

dengan realita di lapangan, meliputi: 

a. Sumber Primer 

Sumber primer merupakan subjek penelitian yang dijadikan sebagai sumber 

informasi penelitian dengan menggunakan alat pengukuran atau pengambilan 

data secara langsung atau yang biasa disebut dengan interview (wawancara).25 

Dalam hal ini data yang diperoleh oleh penulis yaitu dari beberapa narasumber: 

1) Kepala KUA Surabaya: a.) Kepala KUA Kecamatan Wonokromo, Kepala 

KUA Kecamatan Rungkut dan Kepala KUA Simokerto. 

2) Pihak DISPENDUKCAPIL Kota Surabaya. 

b. Sumber Sekunder 

Sumber sekunder merupakan sumber-sumber data yang menjadi rujukan 

(penunjang) dan melengkapi dalam melakukan suatu analisa, seperti: 

1) mengenai kebijakan DISPENDUKCAPIL Kota Surabaya mengenai nasab anak 

dalam Akta kelahiran. 

2) Slamet Abidin dan Aminuddin, Fiqih Munakahat. 

3) Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah. 

                                                           
24 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek  (Jakarta: Rineka Cipta, 

2006), 129. 
25 Saifuddin Azwar, Metode Penelitian (Yogyakarta:Pustaka Belajar, 2007), 91. 
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4) TM. Fuaddin, Pengasuhan Anak dalam Keluarga Islam. 

5) Mohammad Idris, Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara 

Peradilan Agama dan Zakat. 

6) R.soetojo Prawirohamidjojo dan Marthalena Pohan, Hukum Orang adn 

Keluarga (personen en familie-recht). 

7) M. Anshary, Kedudukan Anak dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum 

Nasional 

c. Sumber Tersier 

Sumber tersier merupakan bahan yang memberikan petunjuk maupun 

penjelasan terhadap sumber hukum primer dan sumber sekunder yang meliputi: 

Kamus, ensiklopedia, dan dan literatur pendukung lainnya. 

3. Teknik Pengumpulan Data 

Untuk memperoleh data yang meliputi tenik wawancara dan teknik 

dokumentasi dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik sebagai 

berikut:26 

a. Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data lapangan penelitian ini 

adalah Interview (wawancara) adalah teknik pengumpulan data yang langsung 

ditujukan pada subjek penelitian, berupa pertanyaan-pertanyaan baik tertulis 

maupun lisan. Dalam hal ini wawancara dilakukan kepada para Kepala KUA  

                                                           
26 Sugioro, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif, Cet VI (Bandung: alfabeta, 2008), 231.  
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Kota Surabaya dan DISPENDUKCAPIL Kota Surabaya untuk mendapatkan 

informasi lebih terkait dengan pembahsan dalam skripsi ini. 

b. Dokumentasi yaitu suatu cara untuk memperoleh data daridoumen, catatan-

catatan, peraturan-peraturan dan sebagainya yang berhubungan dengan 

pembahasan skripsi ini yaitu tentang kebijakan DISPENDUKCAPIL Kota 

Surabaya mengenai nasab anak dalam akta kelahiran. 

c. Pustaka dlam teknik pustaka ini yang dilakukan peneliti mempelajari dan 

mengumpulkan data dari pustaka yang berhubungan dengan alat sebagai acuan 

permasalahan pembahasan dalam skripsi ini mengenai nasab anak dengan 

menggunakan Kompilasi Hukum Islam, UU RI No.1 tahun 1974 tentang 

Perkawinan, UU RI No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak serta 

Peraturan Nasional lainnya yang berkaitan dengan pembahasan skripsi ini. 

4. Teknik Pengolahan Data 

Data yang terkumpul baik dari lapangan maupun dari pustaka, diolah 

dengan menggunakan teknik:27 

a. Editing, yaitu memilih dan menyeleksi data tersebut dari berbagai segi yaitu 

kesesuaian, kelengkapan, kejelasan, relevansi dan keseragaman dengan 

permasalahan. 

b. Organizing, yaitu mengatur dan menyusun data sehingga menghasilkan bahan 

untuk menyusun laporan skripsi ini. 

                                                           
27 Ibid., 
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c. Analizing, yaitu melakukan analisis terhadap data yaitu mengenai dokumen 

kebijakan DISPENDUKCAPIL Kota Surabaya mengenai penentuan nasab 

anak dalam Akta Kelahiran. 

5. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan 

menggunakan KHI, UU RI No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan serta UU RI 

No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang mana hal ini memaparkan 

mengenai hak dan kewajiban suami istri dan kedudukan anak. Analisis ini 

menggunakan analisis deskriptif, yaitu metode yang menggambarkan dan 

menjelaskan data secara rinci dan sistematis sehigga diperoleh pendalaman 

yang mendalam dan menyeluruh. Kemudian menggunakan pola deduktif, yakni 

bermula dari hal-hal yang bersifat umum yaitu mengenai nasab anak dalam 

segi hukum yang ditelaah menggunakan Kompilasi Hukum Islam, UU RI No.1 

Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta UU RI No.23 tahun 2002 tentang 

Perlindungan Anak, lalu aturan nasab anak tersebut digunakan untuk 

menganalisis hal-hal yang bersifat khusus yakni mengenai pandangan Kepala 

KUA Surabaya tentang kebijakan DISPENDUKCAPIL Kota Surabaya 

mengenai nasab anak dalam Akta Kelahiran. 
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I. Sistematika Pembahasan 

Dalam setiap pembahasan suatu masalah, sistematika pembahasan mrupakan 

suatu aspek yang sangat penting guna mempermudah pembaca dan memahami 

hasil penulisan penulisan skripsi ini. 

Bab pertama merupakan pendahuluan yang diantaranya memahas  tentang: 

Latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, 

kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, 

metode penelitian dan terkahir adalah sistematika pembahasan. 

Bab kedua merupakan landasan teori tentang akibat perkawinan yang 

menimbulkan hak-hak dan kewajiban suami isteri, kedudukan anak yang 

meliputi:anak sah, anak tidak sah anak adopsi maupun anak angkat dalam 

Kompilasi Hukum Islam, UU RI No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan, UU RI 

No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. 

Bab ketiga, merupakan bab yang memaparkan tentang kebijakan 

DISPENDUKCAPIL Kota Surabaya mengenai nasab anak dalam akta kelahiran 

dan Padangan Kepala KUA Kota Surabaya Kebijakan DISPENDUKCAPIL Kota 

Surabaya mengenai nasab anak dalam akta kelahiran yang meliputi: Profile KUA, 

Profile DISPENDUKCAPIL Kota Surabaya, Pandangan Kepala KUA Kota 

Surabaya dan Kebijakan DISPENDUKCAPIL Kota Surabaya dalam hal ini juga 

dipaparkan mengenai latar belakang kebijakan tersebut, Isi dari kebijakannya, 

implikasi dan pelaksanaannya. 
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Bab keempat merupakan analisis penelitian. Dalam bab ini akan dianalisis 

secara Yuridis terhadap pandangan Kepala KUA Kota Surabaya tentang 

kebijakan DISPENDUK CAPIL Kota Surabaya mengenai akta kelahiran. 

Bab kelima, merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan saran-saran. 

Kesimpulan yang ada akan menjawab dalam rumusan masalah, sedangkan saran-

saran dapat menjadi agenda pembahasan lebih lanjut di  masa mendatang. 
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BAB II 

AKIBAT PERKWINAN DALAM KHI, UU RI NO.1 TAHUN 1974 TENTANG 

PERKAWINAN, DAN UU NO.23 TAHUN 2002 TENTANG 

PERLINDUNGAN ANAK MENGENAI HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI 

ISTRI DAN KEDUDUKAN ANAK. 

 

A. Akibat Perkawinan (Hak dan Kewajiban Suami Istri). 

Pada umumnya, Jika akad nikah telah berlangsung, dan sah memenuhi 

syarat rukunnya maka mempunyai akibat-akibat hukum. Dengan demikian, 

akan menimbulkan pula hak dan kewajibannya selaku suami istri dan akan 

memperoleh kepastian dan perlindungan hukum sebagai warga negara 

bilamana pada suatu saat kasus hukum di kemudian hari. Dengan demikian 

nak-anak memperoleh kejelasan status keperdataan siapa itu ayahnya maupun 

ibunya di hadapan hukum.28 

Meskipun tidak semua akibat hukum dapat diatur dalam B.W akibat-

akibat hukum perkawinan diatur dalam undang-undang lainnya, dalam pasal 

103 sampai 118 B.W/KUHPerdata. Hak-hak dan kewajiban-kewajiban suami 

istri dibagi menjadi dua hal: 

1. Sebagai akibat yang timbul dari hubungan suami istri itu sendiri; 

2. Sebagai akibat yang timbul dari kekuasaan suami.29 

3. Kekuasaan dari si suami terhadap pribadi si istri ini disebut kekuasaan 

marital. Selanjutnya kekuasaan marital yang terdapat dalama Pasal 106: 

                                                           
28 Fuaddin TM. Pengasuhan Anak dalam Keluarga Islam,... 1. 
29 R.soetojo Prawirohamidjojo dan Marthalena Pohan, Hukum Orang dan Keluarga (personen en 

familie-recht),...3. 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

29 
 

Setiap istri harus tunduk dan patuh kepada suaminya. Ia wajib tinggal 

bersama dengan si suami dalam rumah dan wajib mengikutinya dimana ia 

memilih tempat tinggalnya. 30 

Adapun di dalam BAB VI pasal 30 sampai pasal 33 dan BAB XII dalam 

Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan telah di paparkan 

mengenai hak dan kewajiban suami istri baik itu bergama Islam maupun non 

Islam, sebagaimana berikut, pada pasal 30 yang berbunyi: Suami istri memikul 

kewajiban yag luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi 

dasar susunan masyarakat. 

Pasal 31 berbunyi: (1) hak dan kewajiban suami istri adalah seimbang 

dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan 

pergaulan hidup bersama masyarakat. (2) Masing masing pihak berhak untuk 

melakukan perbuatan hukum. (3) Suami adalah kepala keluarga dan istri 

adalah ibu rumah tangga. 

Pasal 32 berbunyi: (1) Suami istri harus mempunyai tempat kediaman 

yang tetap. (2) Rumah tempat kediaman yang dimaksud dalam ayat (1) pasal 

ini ditentukan oleh suami istri bersama. Pasal 33 berbunyi: Suami-istri wajib 

saling cinta mencintai hormat menghormati setia dan memberi bantuan lahir 

batin yang satu kepada yang lain. Pasal  34 berbunyi: (1) Suami wajib 

melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah 

tangga sesuai dengan kemampuan. (2) Istri wajib mengatur urusan rumah 

                                                           
30 Ali Afandi, Hukum Waris Hukum Keluarga Hukum Pembuktian (Jakarta:PT Rineka Cipta, 

1997), 136. 
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tangga sebaik-baiknya. (3) Jika suami atau istri melalaikan kewajiban masing-

masing dapat mengajukan ke Pengadilan. 31 

Secara global hak dan kewajiban suami istri juga diatur dalam Kompilasi 

Hukum Islam pada pasal 77: (1) Suami istri memikul kewajiban yang luhur 

untuk menenggakkan rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah yang 

menjadi sendi dasar dan susunan masyarakat, (2) Suami istri wajib saling cinta 

mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang 

satu kepada yang lain, (3)   Suami istri  memikul kewajiban untuk mengasuh 

dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, 

rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya, (4)  Suami istri 

wajib memelihara kehormatanya, (5) Jika suami atau istri melalaikan 

kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan 

Agama. 

Kemudian dalam Kompilasi Hukum Islam juga dipaparkan lebih jelas dan 

rinci mengenai kedudukan suami istri yang tertera dalam pasal 79 ayat (1), (2) 

dan (3) sebagai berikut bahwasanya suami adalah kepala keluarga dan istri 

adalah ibu rumah tangga yang mana kedudukan itri seimbang dengan hak dan 

kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup 

bersama dalam masyarakat serta masing-masing pihak berhak untuk 

melakukan perbuatan hukum. Pada pasal 80 sampai dengan pasal 82 KHI 

menjelaskan secara rinci tentang kewajiban suami, tempat tinggal, kewajiban 

suami yang beristri lebih dan seorang dan pad pasal 83 sampai dengan 84 

                                                           
31 Undang-undang R.I Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi 

Hukum Islam,.. 11-12. 
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yakni menjelaskan secara rinci mengenai apa saja kewajiban yang harus 

dilakukan oleh pihak istri.32 

Sedangkan dalam kitab Fiqih sunnah Lin Nisa’33, hak-hak suami atas istri 

(kewajiban istri kepada suaminya) dalam firman Allah SWT: 

ُ بَ ع   وَالِِمِ  فاَلصَّالِِاَتُ بِاَ أنَ  فَقُوا مِن  أمَ  ى بَ ع ضٍ وَ م  عَلَ ضَهُ الرِِّجَالُ قَ وَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِاَ فَضَّلَ اللََّّ

ُ وَاللاتِ تََ قاَنتَِاتٌ حَافِظاَتٌ للِ غَي بِ  جُرُوهُنَّ فَ شُوزَهُنَّ فُونَ نُ ا بِاَ حَفِظَ اللََّّ  فِ ال مَضَاجِعِ عِظوُهُنَّ وَاه 

غُوا عَلَي هِنَّ سَبِ   (٣٤عَلِيًّا كَبِيراً ) للَََّّ كَانَ اإِنَّ  يلاوَاض ربِوُهُنَّ فإَِن  أَطعَ نَكُم  فَلا تَ ب  

Artinya: “Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh 

karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian 

yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan 

sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang 

taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh 

karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu 

khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di 

tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka 

mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk 

menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar”. (Q.S. 

An-Nisa:34)34 

 

Rasulullah saw. Juga bersabda: 

 لَو كُن تُ 
َ
جُدَ لَِِحَدٍ لََِمَر تُ ا ل جُدَ لِزَو جِ آمِراً أَحَدًا أَن  يَس  ر أةََ أنَ  تَس   هَا 

Artinya:“Kalau saja aku diperintah untuk menyuruh seorang agar bersujud 

kepada orang lain, niscaya aku akan menyuruh seorang istri untuk bersujud 

kepada suaminya” (HR. At-Tirmidzi).35 

 

Pada buku Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara 

Peradilan Agama dan Zakat penulis Mohammad Idris36, dijelaskan 

                                                           
32 Kompilasi Hukum Islam (KHI),… 24-28. 
33 Abu Malik Kamal bin Sayyid Salim, Fiqih Sunnah Lin Nisa’;Ensiklopedia Fiqih Wanita-Cet.III 

(Depok:Pustaka Khazanah Fawa’id, 2017), 764-773. 
34 Departemen Agama R.I, al-Qur’an dan Terjemahannya:Al-Hikmah,… 84. 
35 Muhammad Fuad Abdul Baqi, Al-Jaami’ as-Shoh}>ih Sunan at-Tirmidhi (Bairut-Libanon: Dar al-

Kitab al- ‘Ulumiyah, 209-279 H), 465. 
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bahwasanya akibat hukum dari suatu perkawinan yang sah antara lain sebagai 

berikut: Menjadi halal dalam berhubungan seksual dan bersenang-senang 

antara suami istri, mahar yang diberikan menjadi milik sang istri, timbulnya 

hak dan kewajiban antara suami istri, suami menjadi kepala rumah tangga dan 

istri menjadi ibu rumah tangga, anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan itu 

menjadi anak sah, timbul kewajiban suami untuk membiayai, mendidik anak 

dan istrinya serta mengusahakan tempat tinggal bersama, berhak saling 

mewarisi antara suami, istri dan juga anak-anak dengan orang tua, timbulnya 

larangan perkawinan karena hubungan semenda, bapak berhak menjadi wali 

nikah bagi anak perempuannya, bila diantara suami atau istri salah satunya 

meninggal, maka yang lainnya berhak menjadi wali pengawas terhadap anak-

anak dan hartanya. 

 

بَةَ , حَدَّ ثَ نَا يزَيِ دُ بن شُع بَةَ  ربِن أَبِ شَي   , أَن  أَبِ قَ زَعَةَ , عَن  حَكِي مِ بن مُعَاوِيةََ ,  حَدَّ ثَ نَا أبَُ و  بَك 

: أَن   عَن أبَيِ هِ , أَنَّ رَجُلاً سَأَلاً النَّبَِّ صَلَى الله عَلَي هِ وَسَلِّمَ :  مَا حَقُّ ال مَر أةَِ عَلَى الزَّو جِ ؟ قاَلَ 

تَسَى . وَلَا  سُوَهَا إِذَا ك  جُر  إِلاَّ فِ   يطُ عِمَهَا إِذَا طَعِمَ , وَأَن  يَك  هَ , وَلَا يُ قَبِّح  , وَلَا يَ ه  يَض رِبِ ا لوَج 

 ا لبَ ي ت

 

Dari abu Bakar bin Abi Syaibah, dari Yazid bin Harun, dari Syu’bah, dari Abi 

Qaza’ah, dari Hakim bin  Muawiyah, dari Bapaknya,: Bahwa seorang laki-laki 

bertanya kepada Rasulullah Saw.: “Ya Rasulullah, Apa hak seorang istri yang 

harus dipenuhi oleh suaminya?”, Rasulullah Saw. Menjawab: “Engkau 

memberinya makan apabila engkau makan, engkau memberinya pakaian 

apabila engkau berpakaian, janganlah engkau memukul wajahnya, dan 

janganlah engkau menjelek-jelekannya, dan janganlah engkau tinggalkan 

                                                                                                                                                               
36 Mohammad Idris, Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan 

Zakat,.. 49-50. 
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melainkan dia dalam rumah (jangna berpisah termpat tidur melainkan di 

dalam rumah).37  

 

B. Kedudukan Anak 

Nasab atau keturunan artinya pertalian atau hubungan yang menentukan 

asal usul seorang manusia dalam pertalian darahnya. Disyari’atkannya 

perkawinan adalah  untuk menentukan keturunan menurut Islam agar anak 

yang lahir dengan jalan pernikahan yang sah memiliki status yang jelas. 

Artinya anak itu sah mempunyai bapak dan mempunyai ibu. Akan tetapi, 

kalau anak itu lahir diluar pernikahan yang sah, maka anak itu statusnya 

menjadi tidak jelas hanya mempunyai ibu, tetapi tidak mempunyai bapak.38 

Di Indonesia ini terdapat beberapa stelsel hukum yang mengatur 

kedudukan anak, yakni Hukum Perdata Barat (BW), Hukum Islam, Hukum 

Adat dan Hukum Nasional Produk Pemerintahan Indonesia berupa UU, 

Peraturan Pemerintah dan Yurisprudensi Mahkamah Agung termasuk Surat 

Edaran Mahkamah Agung RI. Dari hukum-hukum yang berlaku di Indonesia 

ini dikenal beberapa macam istilah tentang anak, yaitu: anak sah, anak luar 

kawin, anak zina, anak sumbang (incest), anak angkat dan anak tiri. Dalam 

pranata hukum di Indonesia, istilah-istilah tersebut mempunyai konotasi yang 

berbeda, sehingga mempengaruhi pula terhadap kedudukan seorang anak 

dalam perspektif hukum.39 

                                                           
37 Muhammad Fuad abdul Baqi, Sunan Ibnu Majjah Juz I (Mat}ba’ah:Dar Ah}ya>ul Kitab al-

‘arabi>yah, 207-275 M), 593-594. 
38 Slamet abidin dan Aminuddin, Fiqih Munakahat,... 157. 
39 M. Anshary MK, Kedudukan Anak dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Nasional 

(Bandung:CV. Mandar Maju, 2014), 1. 
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Di dalam hukum agama Islam tidak ada ketentuan khusus yang mengatur 

tentang kedudukan anak dalam ikatan perkawinan. Namun dari tujuan 

perkawinan dalam Islam adalah untuk memenuhi perintah Allah SWT agar 

memperoleh keturunan yang sah. Seorang anak yang sah ialah anak yang 

dianggap lahir dari perkawinan yang sah antara ayah dan ibunya. Sahnya 

seorang anak didalam Islam adalah menentukan apakah ada atau tidak 

hubungan kebapakan (nasab) dengan seorang laki-laki, dalam hal hubungan 

nasab dengan bapaknya tidak ditentukan oleh kehendak atau kerelaan 

manusia, namun ditentukan oleh perkawinan yang dengan nama Allah 

disucikan.  

Dalam hukum Islam ada ketentuan batasan kelahirannya, yaitu batasan 

minimal kelahiran anak dari perkawinan ibunya adalah minimal 6 (enam) 

bulan. Adapun Islam untuk menentukan nasab anak menggunakan persaksian 

dan pengakuan (iqrar) untuk menentukan nasab seseorang. dimana alasan 

utama dari pengakuan atau pengesahan itu ialah karena ada hubungan darah 

antara yang mengakui dengan anak yang diakui. Menentukan nasab pada 

zaman modern ini dapat di tempuh dengan cara  tes DNA (Deoxyribose 

Nucleic Acid).40 

 

 

 

                                                           
40 . Anshary MK, Kedudukan Anak dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Nasional,… 11. 
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Jadi, secara yuridis ada beberapa macam mengenai kedudukan anak, 

yakni: 

1. Anak sah. 

Dalam hukum Islam istilah “bapak” dan “ibu” dalam hubungan  anak ini 

adalah disebabkan oleh pernikahan yang sah dengan mengucapkan ijab kabul. 

Andai kata lahir seorang anak dari antara bapak dan ibu ini, maka anak ini 

dinamakan anak yang sah. Akan tetapi kalau anak itu lahir bukan dari 

pernikahan yang sah, maka anak ini disebut anak hasil zina atau anak tidak 

sah.41 

Kompilasi Hukum Islam BAB XIV tentang pemeliharan anak pada pasal 

99 huruf a dan huruf b dijelaskan bahwasanya, anak yang sah adalah: a. Anak 

yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah; b. Hasil perbuatan 

suami istri yang sah diluar rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut.42 

Kesahan suatu perkawinan akan menentukan kedudukan hukum, peranan, 

dan tanggung jawab anak dalam keluarga. Mengenai kedudukan hukum anak 

diatur dalam Pasal 42 dan Pasal 44 Undang-undang Perkawinan nomor 1 

tahun 1974. Adapun perinciannya sebagai berikut: “Anak yang sah adalah 

anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah”. Pasal 

44 juga berbunyi: 

1. Seorang suami dapat menyangkal sahnya anak yang dilahirkan oleh istrinya 

bila mana ia dapat membuktikan bahwa istrinya telah berzina dan anak itu 

daripada perzinaan tersebut. 

                                                           
41 Slamet abidin dan Aminuddin, Fiqih Munakahat,...159. 
42 Kompilasi Hukum Islam (KHI),…31.  
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2. Pengadilan memberikan keputusan tentang sah/tidaknya anak atas 

permintaan pihak yang berkepentingan.43 

Pengertian anak sah pasal 250 sampai dengan pasal 252 dalam Kitab 

Undang-Undang Hukum Perdata pada, yang telah tertuang pada Bagian 1, 

sebagai berikut: Pasal 250. Tiap-tiap anak yang diahirkan atau menumbuhkan 

sepanjang perkawinan, memperoleh si suami sebagai bapaknya. Pasal 251: 

Keabsahan seorang anak yang dilahirkan sebelum hari yang keseratus delapan 

puluh dalam perkawinan suami-istri. Dapat diingkari oleh suami. Pasal 252: 

Suami boleh mengingkari keabsahan si anak, apabila dapat membuktikan, 

bahwa ia sejak tiga ratus sampai serratus delapan puluh hari sebelum lahirnya 

anak itu, bak karena perpisahan maupun sebagai akibat kebetulan, berada 

dalam ketikmungkinan yang nyata, untuk mengadakan hubungan dengan 

istrinya.44 

Menurut para madzhab batas minimal usia nikah pasangan suami-istri 

sehingga anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut dinyatakan sebagai 

anak sah, adalah minimal 6 (enam) bulan sejak tanggal akad perkawinan 

berlangsung sebagaimana kandungan firman Allah SWT, yakni: 

سَانًً حََلََت هُ أمُُّ  نَا الإن سَانَ بِوَالِدَي هِ إِح  راً حَتََّّ إِذَا ر هًا وَحََ لُهُ وَفِصَاكُ وَضَعَت هُ  وَ ر هًا هُ كُ وَوَصَّي   لهُُ ثَلاثوُنَ شَه 

هُ وَبَ لَغَ أرَ بعَِيَن سَنَةً قاَلَ رَبِّ أوَ زعِ   تَ عَ كُرَ نعِ مَ ن  أَش  أَ نِِ بَ لَغَ أَشُدَّ لَيَّ وَعَلَى وَالِدَيَّ وَأَن  تَكَ الَّتِِ أنَ  عَم 

لِح  لِ فِ ذُرِِّيَّتِِ إِنِِّ  لِمِيَن )ي كَ وَإِنِِّ تُ إلَِ تُ ب   أعَ مَلَ صَالِِاً تَ ر ضَاهُ وَأَص   (١٥ مِنَ ال مُس 

                                                           
43 Undang-undang R.I Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi 

Hukum Islam,.. 14-15. 
44 Kitab Undang-undang Hukum Perdata,... 57-58. 
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Artinya: “Kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada dua 

orang ibu bapaknya, ibunya mengandungnya dengan susah payah, dan 

melahirkannya dengan susah payah (pula). mengandungnya sampai 

menyapihnya adalah tiga puluh bulan, sehingga apabila Dia telah dewasa dan 

umurnya sampai empat puluh tahun ia berdoa: "Ya Tuhanku, tunjukilah aku 

untuk mensyukuri nikmat Engkau yang telah Engkau berikan kepadaku dan 

kepada ibu bapakku dan supaya aku dapat berbuat amal yang saleh yang 

Engkau ridhai; berilah kebaikan kepadaku dengan (memberi kebaikan) kepada 

anak cucuku. Sesungguhnya aku bertaubat kepada Engkau dan Sesungguhnya 

aku Termasuk orang-orang yang berserah diri".(Q.S. Al-Ahqaf:15)45 

 

نَا نًا  وَوَصَّي   نٍ  لَىعَ الإن سَانَ بِوَالِدَي هِ حََلََت هُ أمُُّهُ وَه  كُ  وَفِصَالهُُ  وَه  ِ أَنِ اش  ر  لِ وَلِوَالِدَي كَ إِلََِّ فِ عَامَين 

 (١٤ال مَصِيُر )

Artinya: “Dan Kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada dua 

orang ibu- bapanya; ibunya telah mengandungnya dalam Keadaan lemah yang 

bertambah- tambah, dan menyapihnya dalam dua tahun.46 bersyukurlah 

kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakmu, hanya kepada-Kulah 

kembalimu”.(Q.S. Lukman:14)47 

 

Dilihat dari segi hukum Islam, anak sah adalah anak yang dilahirkan 

sekurang-kurangnya enam bulan (177 hari) semenjak pernikahan orang tuanya, 

tidak peduli apakah itu lahir sewaktu orang tuanya masih terikat perkawinan 

ataukah sudah berpisah karena wafatnya si suami, atau karena perceraian di 

masa hidupnya.48 

Terdapat perbedaan pendapat dikalangan para Ulama tentang kapan mulai 

dihitung masa enam bulan itu, apakah dihitung sejak akad nikah dilakukan 

atau sejak pasangan itu melakukan koitus (hubungan biologis). Ulama 

Hanafiyah menghitung sejak pasangan itu melakukan akad nikah, sedangkan 

                                                           
45 Departemen Agama R.I, al-Qur’an dan Terjemahannya:Al-Hikmah,… 504. 
46 Maksudnya: Selambat-lambat waktu menyapih ialah setelah anak berumur dua tahun. 
47 Departemen Agama R.I, al-Qur’an dan Terjemahannya:Al-Hikmah,… 412. 
48 Soerdaryo Soimin, Hukum Orang dan Keluarga:Perspektif Hukum Perdata Barat/BW-Hukum 

Islam & Hukum Adat (Jakarta:Sinar Grafika, 1992), 46. 
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mayoritas ulama menghitung sejak pasangan tersebut melakukan koitus. 

Tetapi mereka sepakat bahwa masa kehamilan untuk diakuinya anak yang 

dilahirkan itu sebagai anak sah adalah paling pendek masa 6 (enam) bulan.49 

Pada ayat di atas ini dijelaskan bahwa masa menyusui yang ideal adalah 

dua tahun yakni 24 bulan. Dengan menggabungkan kedua ayat tersebut, maka 

diketahui bahwa masa kehamilan dan masa menyusui idealnya memerlukan 

masa 30 (tiga puluh) bulan, dikurangi dengan masa menyusui tersebut dalam 

Q.S. Lukman idealnya adalah dua tahun (24 bulan). Dengan demikian dapat 

diketahui bahwa masa kehamilan tercepat adalah 6 (enam) bulan. 

Dengan demikian, berdasarkan ayat diatas, jika seorang anak yang 

dilahirkan dalam keadaan normal pada waktu kurang dari enam bulan setelah 

akad nikah, maka anak tersebut harus dinyatakan sebagai anak luar nikah/anak 

zina, karena harus dianggap bahwa kehamilan tersebut bukan dibenihkan 

setelah akad nikah dan berasal dari suaminya, tetapi kehamilan tersebut telah 

dibenihkan terlebih dahulu sebelum pasangan itu menikah , sehingga akibat 

logis dari fakta tersebut, maka anak yang lahir sebelum waktu enam bulan 

suatu perkawina tidak dapat dihubungkan nasabnya kepada suami perempuan 

yang melahirkan anak itu.50  

Oleh karena itu, anak sah tidak dapat dilepaskan dari suatu pernikahan 

yang sah.51 Hubungan nasab anak sah menimbulkan akibat hukum seorang 

anak dan orang tuanya yang menyebabkan diantara mereka saling mewarisi, 

                                                           
49 M. Anshary MK, Kedudukan Anak dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Nasional,… 7. 
50Ibid,… 8. 
51 Rosnidar Sembiring, Hukum Keluarga:Harta Benda dalam Perkawinan (Jakarta:PT 

Rajagrafindo persada, 2016), 149. 
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adanya hak sebagai wali nikah bagi si bapak jika itu anak perempuan, di 

samping itu si anak berhak memakai nama bapak di belakang namanya. 

2. Anak tidak sah. 

Perbedaan antara anak luar kawin dengan anak zina terletak pada saat 

pembuahan atau hubungan badan yang menimbulkan kehamilan, yaitu apakah 

pada saat itu salah satu atau kedua-duanya52, ada dalam ikatan perkawinan 

dengan orang lain atau tidak, sedangkan mengenai kapan anak itu lahir tidak 

relevan. Sedangkan anak zina adalah anak-anak yang dilahirkan dari 

berhubungan luar nikah antara seorang laki-lai dengan perempuan di mana 

sakah satu keduanya terikat perkawinan dengan orang lain. Adapun anak 

sumbang adalah anak-anak yang dilahirkan dari hubungan anatara seorang 

laki-laki dengan seorang perempuan, yang antara keduanya berdasarkan 

ketentuan Undang-undang ada larangan untuk saling menikahi (Pasal 31 

KUHPerdata). 

Menurut UU RI Nomor 1 tahun 1974 dalam pasla 43 bahwasanya anak luar 

nikah adalah: 

a. Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan 

keperdataan dengan ibunya dan keluarga ibunya; 

b. Kedudukan anak tersebut ayat (1) di atas dilanjutnya akan diatur dalam 

Peraturan Pemerintah. 

                                                           
52 Maksudnya: “laki-laki dan perempuan yang mengadakan hubungan badan di luar nikah”. 
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Dalam Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 100 telah dipaparkan 

bahwasanya anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan 

nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya.53 

Pengertian anak luar nikah (anak tidak sah, anak alami) digunakan dalam 

dua arti oleh undang-undang, yaitu: 

a. Dalam arti luas, adalah anak –anak yang dilahirkan di luar pernikahan 

termasuk di dalamnya anak hasil perselingkuhan (overspeling) dan 

sumbang (bloedsschenning). 

b. Dalam arti sempit, ialah anak-anak yang dilahirkan di luar pernikahan 

yang bukan anak-anak hasil perselingkuhan atau sumbang.54 

Menurut hukum Islam, anak luar kawin tidak dapat diakui, maupun 

disahkan oleh bapaknya (bapak alamnya). Anak-anak tersebut hanya 

mempunyai hubungan hukum dengan ibunya. Tetapi si anak tetap mempunyai 

ibu, yaitu seorang ibu yang melahirkan  anak, dengan pengertian bahwa antara 

anak dan ibu itu ada hubungan hukum dan sama seperti halnya dengan anak 

sah yang mempunyai bapak.55 

Pasal 43 ayat (1) berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 

46/PUU-VIII/2010 diputuskan dalam rapat permusyawaratan Hakim oleh 9  

(Sembilan) Hakim Konstitusi pada tanggal 13 Februari 2012 disampaikan 

dalam sidang pleno MK secara terbuka untuk umum pada tanggal 27 Februari 

                                                           
53 Kompilasi Hukum Islam (KHI) Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Perwakafan,… 

31. 
54 R.soetojo Prawirohamidjojo dan Marthalena Pohan, Hukum Orang adn Keluarga (personen en 

familie-recht),... 180. 
55 Soerdaryo Soimin, Hukum Orang dan Keluarga:Perspektif Hukum Perdata Barat/BW-Hukum 

Islam & Hukum Adat,… 42-44. 
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2012 telah diubah bunyinya menjadi: “Anak yang dilahirkan di luar 

perkawinan mempunyai hubungan keperdataanya dengan ibunya dan keluarga 

ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan 

berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan atau alat bukti lain menurut 

hukum mempunyai hubungan darah termasuk hubungan perdata dengan ayah 

biologisnya.56 

Berdasarkan ketentuan Pasal 280KUHPerdata, seorang anak luar nikah 

akan memiliki hubungan keperdataan dengan oangtuanya apabila telah diakui 

secara sah. Dengan demikian apabila seorang anak luar kawin tidak diakui 

oleh orangtuanya maka ia tidak akan memiliki hubungan keperdataan baik 

dengan bapak maupun dengan ibu biologinya. 

Berbeda halnya dengan UU No 1 Tahun 1974, dalam KUHPerdata 

dinyatakan secara tegas bahwa anak tidak sah adalah anak yang dilahirkan 

setelah 300 (tiga ratus) hari setelah perkawinan dibubarkan. 

Anak luar kawin yang diakui secara sah adalah salah satu ahli waris yang 

diatur dalam Pasal 280 jo Pasal 863  KUHPerdata, sebagai berikut:  57 Pasal 

280: Dengan pengakuan yang dilakukan terhadap seorang anak luar nikah, 

timbullah hubungan perdata antara si anak dan bapak atau ibunya.58 Pasal 863: 

Jika yang meninggal meninggalkan keturunan yang sah atau seorang suami 

atau istri, maka anak-anak luar kawin mewarisi sepertiga dari bagian yang 

mereka sedianya harus mendapatkannya andai kata mereka anak-anak yang 

                                                           
56 Abintoro Prakoso, Hukum Perlindungan Anak (Yogyakarta:Laksbang Pressindo, 2016) 124-125. 
57 Rosnidar Sembiring, Hukum Keluarga:Harta Benda dalam Perkawinan,… 115-122. 
58 Kitab Undang-undang Hukum Perdata,... 63-64. 
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sah; jika si meninggal tak meninggalkan keturunan maupun suami atau istri, 

akan tetapi meninggalkan keturunan sedarah, dalam garis ke atas, atau pun 

saudara laki-laki dan perempuan atau keturunan mereka, maka mereka 

mewaris setengah dari waisan, dan jika hanya ada sanak saudara dalam derajat 

yang lebih jauh, tiga permepat.59 

Hubungan antara ibu dan anak terjadi dengan sendirinya karena kelahiran, 

kecuali apabila anak itu overspeling atau bloedshenning (anak zina). Antara 

ayah dan anak hanya terjadi hubungan perdata karena pengakuan (Pasal 280 

KUHPerdata). 

Anak luar kawin yang telah diakui secara sah berada di bawah perwalian 

sebagaimana diatur dalam Pasal 306 KUHPerdata.60 

Berdasarkan batasan yang diberikan oleh Pasal 250 KUHPerdata bahwa 

tiap-tiap anak yang dilahirkan atau ditumbuhkan sepanjang perkawinan 

memperoleh suami sebagai bapaknya, dapat ditarik kesimpulan, bahwa yang 

disebut dengan anak luar kawin adalah setiap anak yang dilahirkan di luar 

perkawinan yang sah.61 

Menurut buku Dr. Wirdjono, Hakikat dalam Hukum Islam, disebutkan 

bahwa kemungkinan seorang anak hanya mempunyai keperdataan dengan ibu 

dan tidak mempunyai keperdataan dengan ayah. Jadi, status anak yang lahir di 

luar pernikahan menurut hukum Islam adalah anak tidak sah, yang tidak 

mempunyai hubungan hukum dengan ayahnya yaitu laki-laki yang 

                                                           
59 Ibid,… 204-205. 
60 Ibid,…69. 
61 Ibid,…57. 
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menurrunkannya, tetapi tetap mempunyai hubungan hukum dengan ibunya, 

atau perempuan yang melahirkannya.62 

Anak yang lahir di luar perkawinan tidak mempunyai ikatan 

kekeluargaan, menurut hukum, dengan yang menikahinya. Oleh karena itu 

anak hanya mewarisi dari ibunya dan keluarga dari ibu. 

3. Anak adopsi (anak angkat) dan/atau anak asuh. 

Dalam KUHPerdata, pengangkatan anak (adopsi) ini tidak termuat, hanya 

lembaga pengangkatan anak itu diatur di dalam Staatblad 1917 Nomor 129 

yang pada pokoknya di dalam peraturan tersebut ditetapkan, pengangkatan 

anak adalah pengangkatan anak laki-laki sebagai anak oleh seorang laki-laki 

yang telah beristri atau pernah beristri, yang tidak mempunyai keturuna laki-

laki. Akan tetapi sekarang ini, menurut yurisprudensi dinyatakan bahwa anak 

perempuan dapat diangkat sebagai anak oleh seorang ibu yang tidak 

mempunyai anak.63 

Syarat tentang pengangkatan anak dalam Pasal 8 Staatsbland 1917 

Nomor 129 disebutkan ada 4 ( empat) syarat, yaitu: 

1. Persetujuan orang yang mengangkat anak; 

2. a. Apabila anak yang diangkat itu adalah anak sah dari orag tuanya, maka 

diperlukan izin dari orag tua itu, apabila bapak sudah wafat dan ibu telah 

kawin lagi, maka harus ada persetujuan dari walinya; 

b. Apabila anak yang diangkat itu, adalah anak diluar pernikahan, maka 

diperlukan izin dari  orang tuanya, yang mengakuinya sebagai anak dan 

                                                           
62 Rosnidar Sembiring, Hukum Keluarga:Harta Benda dalam Perkawinan,… 123-135. 
63 Abintoro Prakoso, Hukum Perlindungan Anak,…38. 
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jika anak tersebut sama sekali tidak diakui sebagai anak, maka harus ada 

persetujuan dari wali; 

3. Apabila anak yang diangkat itu sudah berusia 15 tahun, maka diperlukan 

pula persetujuan dari anak itu sendiri; 

4. Apabila yang akan mengangkat anak itu seorang perempuan janda, maka 

harus ada persetujuan dari saudara laki-laki dan ayah dari almarhum 

suaminya, atau jika tidak ada saudara laki-laki atau ayah, yang masih 

hidup atau mereka tidak menetap di Indonesia maka harus ada persetujuan 

dari anggota laki-laki dari keluarga ayahnya dalam garis laki-laki sampai 

derajat keempat/dapat diganti dengan izin Pengadilan Negeri dari wilayah 

kediaman orang yang ingin mengangkat anak.64 

Menurut Hukum nasional yang tercantum dalam ketentuan Pasal 1 angka 

9 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak disebutkan: “anak angkat 

adalah anak yang hak-haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan orang tua, 

wali yang sah atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, 

pendidikan dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga 

orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan Pengadilan”.65 

Pasal di atas juga mengatur bahwa anak angkat masuk kehidupan rumah 

tangga orang tua yang mengambilnnya sebagai anggota rumah tangganya, dan 

beralih dari orang tua kandungnya kepada orang tua angkatnya hanyalah hak-

hak keperdataan saja, seperti peralihan tanggung jawab dalam hal perawatan, 

kasih sayang, pendidikan, membesarkannya dan  hal-hal yang berkaitan 

                                                           
64 Ibid,… 39. 
65 UU Perlindungan Anak (UU RI No. 23 Th. 2002)Cet-VI (Jakarta:Sinar Grafika, 2012), 5 
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dengan kepentingan anak. Sedangkan hak nasab tetap dihubungkan kepada 

orang tua kandungnya, sehingga ia tidak berkedudukan sebagai anak kandung 

dengan fungsi untuk meneruskan turunan bapak angkatnya. 

Pasal 39 UU Perlindungan Anak tersebut juga mengatur bahwa 

pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan nasab si anak dengan orang 

tua kandungnya. Hal di atas dirumuskan secara eksplisit dalam ayat (2) yang 

berbunyi: “Pengangkatan anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak 

memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dan orang tua 

kandungnya”. 

Dalam Pasal 171 huruf h KHI disebutkan, “Anak angkat adalah anak yang 

dalam pemeliharaan untuk hidup sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya 

beralih tanggung jawab orang tua angkatnya berdasarkan Putusan 

Pengadilan”.66 

Ketentuan hukum pengangkatan anak dalam hukum nasional, terakhir 

diatur dalam beberapa ketentuan. Pernah berlaku beberapa peraturan yang 

;mengatur masalah pengangkatan anak (adopsi), antara lain, a. Surat Edaran 

Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1979 yang disempurnakan dengan 

SEMA Nomor 6 Tahun 1983; b. SEMA Nomor 4 Tahun 1989; c. SEMA 

Nomor 3 Tahun 2005; d. SEMA No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan 

Anak; e. UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dan Kompilasi 

                                                           
66 Kompilasi Hukum Islam (KHI) Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Perwakafan,… 

54. 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

46 
 

Hukum Islam, Inpres Nomor 1 Tahun 1991 yan khusus berlaku bagi WNI yang 

beragama Islam.67 

Pasal 1 angka Peraturan Pemerintah RI Nomor 54 tahun 2007 tentanng 

pelakanaan pengangkatan anak 1 menjelaskan bahwa yang diaksud dengan 

anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan 

keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab 

atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, ke dalam 

lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan keputusan atau 

penetapan pengadilan.  

Pasal 1 angka 2 dijelaskan bahwa Pengangkatan anak adalah suatu 

perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan 

orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas 

perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan 

keluarga orang tua angkat.  Pasal 1 angka 4 yang dimaksud orang tua angkat 

adalah orang yang diberi kekuasaan untuk merawat, mendidik, dan 

membesarkan anak berdasarkan peraturan perundang-undangan dan adat 

kebiasaan. Pasal 4 Pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah 

antara anak yang diangkat dengan orang tua kandungnya.  Pasal 5 

Pengangkatan anak Warga Negara Indonesia oleh Warga Negara Asing hanya 

dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.  Pasal 6 (1) Orang tua angkat wajib 

memberitahukan kepada anak angkatnya mengenai asal-usulnya dan orang tua 

                                                           
67 M. Anshary MK, Kedudukan Anak dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Nasional,… 172-

180. 
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kandungnya. (2) Pemberitahuan asal-usul dan orang tua kandungnya 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan 

kesiapan anak yang bersangkutan.68 

Pandangan Hukum Islam anak angkat tidak menjadikan seorang menjadi 

mempunyai hubugan yang terdapat dalam darah. Penanaman dan penyebutan 

anak angkat tidak diakui dalam hukum Islam untuk dijadikan sebagai dasar 

dan sebab mewaris, Karena prinsip dasar sebab mewaris dan prinsip pokok 

dalam kewarisan, adalah hubungan darah atau urhaam.69 

Dalam (QS. Al-ahzab:5) yakni:  

وَانكُُم  فِ الدِِّ  ا آبََءَهُم  لَمُو تَ ع   اد عُوهُم  لآبََئهِِم  هُوَ أقَ سَطُ عِن دَ اللََِّّ فإَِن  لَ   ينِ وَمَوَاليِكُم  وَليَ سَ فإَِخ 

طأَ تُ   ُ غَفُوراً رَحِ وبكُُم  وكََ  قُ لُ دَت  بهِِ وَلَكِن  مَا تَ عَمَّ  عَلَي كُم  جُنَاحٌ فِيمَا أَخ   (   ٥يمًا )انَ اللََّّ

Artinya: Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (Memakai) 

nama bapak-bapak mereka; itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dn jika kamu 

tidak mengetahui bapak-baak mereka, maka (panggilah mereka sebagai)  

saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Dan idak ada dosa atasmu 

terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang 

disengaja oleh hatimu. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha 

Penyayang.70 

 

Soekanto menyatakan bahwa pengangkatan anak adalah megambil anak 

yang sama sekali bukan dari keluarga. Anak itu dimasukkan ke dalam keluarga 

yang mengambilnya.  

Soerjono Soekanto memberikan Perumusan tentang adaopsi atau 

pengangkatan anak, bahwa adopsi adalah mengangkat anak untuk dijadikan 

                                                           
68 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan 

Pengangkatan Anak, 1-4. 
69 Abintoro Prakoso, Hukum Perlindungan Anak,…42. 
70 Departemen Agama R.I, al-Qur’an dan Terjemahannya:Al-Hikmah,...418. 
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anaknya sendiri, atau secara umum mengangkat anak seseorang dalam 

kedudukan tertentu yang menyebabkan hubungan yang seolah didasarkan pada 

faktor hubungan darah. Adopsi harus dibedakan dengan pemeliharaan anak, 

pemeliharaan anak tidak mempunyai kedudukan sama dengan anak kandung 

dalam hal warisan.71 

Hilman Hadikusuma, menyatakan bahwa anak angkat adalah anak orang 

lain yang dianggap anak sendiri oleh orang tua angkat dengan resmi menurut 

hukum adat setempat, dikarenakan tujuan untuk kelangsungan keturunan dana 

tau pemeliharaan atas harta kekayaan rumah tangga72 

Ditarik kesimpulan bahwa dalam hukum Islam maupun hukum Nasional 

pengangkatan anak tidak membawa akibat hukum dalam hal hubungan darah, 

hubungan wali dan hubungan waris dengan orang tua angkat. Ia tetap menjadi 

ahli waris dari orang tua kandungnya dan anak tersebut tetap memakai nama 

dari ayah kandungnya.73 

 

                                                           
71 Abintoro Prakoso, Hukum Perlindungan Anak,…137-138. 
72 Ibid,… 139. 
73 M. Anshary MK, Kedudukan Anak dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Nasional,… 172-

180. 
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BAB III 

PANDANGAN KEPALA KUA KOTA SURABAYA TENTANG KEBIJAKAN 

DISPENDUKCAPIL KOTA SURABAYA MENGENAI NASAB ANAK 

DALAM AKTA KELAHIRAN 

 

A. Profil Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya 

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya yang biasanya 

di singkat dengan sebutan DISPENDUKCAPIL Kota Surabaya adalah yang 

menangani tentang pencatatan Kependudukan, diantaranya adalah melayani 

pencatatan kelahiran, pencatatan lahir mati, pencatatan perkawinan non 

muslim, pencatatan perceraian, pencatatan kematian, pencatatan 

pengangkatan anak, pengakuan anak dan pengesahan anak, pencatatan 

perubahan nama, pencatatan perubahan status kewarganegaraan, pencatatan 

peristiwa penting lainnya, pencatatan perubahan dan pembatalan akta, 

penerbitan dokumen kependudukan hasil pencatatan sipil, dan penatausahaan 

dokumen pencatatan sipil. 

Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya merupakan 

salah satu Instansi yang berada dalam naungan Pemerintah Kota Surabaya. 

Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya memiliki wewenang 

untuk menyelenggarakan Kebijakan Administrasi Kependudukan di Kota 

Surabaya, dimana administrasi kependudukan merupakan salah satu bentuk 

penataan kependudukan guna mewujudkan administrasi yang tertib dan jujur. 

Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kota Surabaya berada dilokasi Jl. 

Tunjunan nomor1-3 di Mall Pelayanan public. 
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Setiap Organisasi ataupun Instansi manapun pasti mempunyai visi, misi, 

dan motto. Adapun visi dan misi DISPENDUKCAPIL Kota Surabaya adalah: 

Visi: 

“Pelayanan administrasi kependudukan berbasis teknologi informasi tahun 

2016-2021” 

Misi: 

1. Meningkatkan kualitas pelayanan Administrasi Kependudukan; 

2. Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap tertib adminstrasi 

Kependudukan; 

3. Meningkatkan sarana prasarana pelayanan Administrasi Kependudukan; 

4. Membangun database kependudukan yang berbasis teknologi dan 

informasi. 

Dalam rangka mewujudkan pelayanan yang lebih baik sesuai dengan 

prinsip pelayanan, maka dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota 

Suarabaya mempunyai Motto: 

“kami siap melengkapi kehidupan anda dengan dokumen Administrasi 

Kependudukan”. 

 

B. Kebijakan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya 

Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kota Surabaya sebagai 

lembaga pelayanan kepada masyarakat dituntut untuk dapat memberikan 

pelayanan yang berkualitas. Namun pada kenyatannya pelayanan yang 

diberikan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya masih 

banyak dijumpai berbagai macam persoalan permasalahan dan kendala. 
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Sejalan dengan hal tersebut, pemerintah Kota Surabaya melalui Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan sipil Kota Surabaya menciptakan inovasi baru 

dengan menerapkan dan mengembangkan electronic government yang mana 

dalam hal ini dalam pengurusan ya dengan menggunakan internet (online) 

yang bias dijangkau dalam kecepatan penyampaian informasi, jangkauan yang 

global dan transparansi, yang berbentuk aplikasi e-lampid. e-lampid 

merupakan kependekan dari “kelahiran-kematian-pindah-datang”, dengan 

adanya e-lampid warga Kota Surabaya akan dengan mudah dalam pengurusan 

surat kependudukn, di dalam kepengurusannya tidak perlu datang ke Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota Surabaya melainkan mengurus 

secara online dan pengverifikasian hanya dilakukan di kelurahan maupun 

kecamatan tempat tinggal.  

Akta   kelahiran merupakan identitas diri seseorang, yang membedakan 

satu orang dengan yang lainnya. Dalam akta kelahiran memuat nama, tempat 

dan tanggal kelahiran serta nama orang tua yaitu ibu dan bapak anak tersebut, 

dengan demikian akta kelahiran memiliki arti dan kekuatan yang 

membuktikan adanya hubungan hukum antara anak dengan orang tua. 

Berdasarkan hasil penelitian maka penulis melaksanakan analisis untuk 

melihat bagaimana penerapan dalam pembuatan akta kelahiran baik itu 

melalui online maupun manual dan kebijakan Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil Kota Surabaya. 

Penerapan e-lampid pada pengurusan akta kelahiran di Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Suarabaya di nilai positif oleh 
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warga Kota Surabaya karena kepengurusan tersebut melalui online di 

Kelurahan atau Kecamatan, di samping itu juga mulai tahun 2015 sampai saat 

ini di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil  warga Kota Surabaya tidak 

diperkenankan untuk mendaftarkan akta kelahiran, namun kenyataannya 

masih terdapat warga Kota Surabaya yang mendaftar dan membuat akta   

kelahiran di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya, 

meskipun masih terdapat warga Kota Surabaya yang telah mendaftar akta   

kelahiran lewat online namun dalam prosesnya terdapat “pending”  

disebabkan karena adanya kesalahan ataupun kurangnya kelengkapan berkas 

fisik maupun pada pengisian ketika online.1 

Dalam pengaksesan pendaftaran akta kelahiran baik itu di kelurahan 

maupun kecamatan ada beberapa warga Kota Surabaya yang tidak 

melampirkan Kartu Keluarga yang dimana hal ini pun juga bias menghambat 

pengaksesan pendaftaran akta kelahiran, memudahkan namun disulitkan 

karena ketika tidak adanya nomor Kartu Keluarga pihak Dinas Kependudukan 

dan Pencatatan Sipil tersebut mencari data warga di internet (web resmi).2 

Sebelumnya penulis belum mengetahui apa saja berkas persayaratan 

dalam pembuatan akta kelahiran selama ini. Jadi persyaratan yang harus di 

dipersiapkan yakni: 

1. NIK anak belum masuk dalam kartu keluara (KK); 

2. NIK Orang tua anak yang sudah masuk dalam 1(satu) kartu keluarga; 

                                                           
1 Hermawan, wawancara, Surabaya, 27 februari 2018. 
2 Ainun, wawancara, 26 Februari 2018 
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3. Dipastikan data NIK yang ada dalam 1 (satu kartu keluarga setelah dicetak 

oleh petugas, berstatus aktif semua (tidak terblokir); 

4. Surat kelahiran penolong kelahiran/SPTJM kebenaran data kelahiran/BAP 

kepolisian; 

5. Foto copy Akta   nikah/SPTJM kebenaran sebagai suami/istri/surat 

pernyataan anak dari seorang ibu/surat pernyataan kesanggupan 

pengasuhan (anak terlantar); 

6. Foto copy KTP dan KK Pemohon; 

7. Foto copy KTP 2 (dua) orang saksi;  

8. Bukti pembayaran denda administrasi keterlambatan pelaporan lebih dari 

60 hari kerja sejak kelahiran sebesar Rp. 100.000,00/surat keterangan 

miskin dari kelurahan.3 

Dalam hal ini, pada pembuatan akta kelahiran baik melalui online maupun 

manual adapun persyaratannya sama saja yang membedakan adalah kecepatan 

aksesnya.  

Pada pembuatan akta kelahiran tersebut tak hanya untuk anak sah saja, 

akan tetapi ada juga anak yang tidak sah (luar nikah) harus mendaftarkan 

dan/atau membuat akta kelahiran serta anak adopsi, anak asuh, anak terlantar, 

dan anak yang di panti asuhan ataupun instansi lainnya pun juga harus 

mendaftarkan dan/atau membuat akta kelahiran. Dalam hal ini persyaratan 

pembuatan akta kelahiran memang sama semuanya namun ada beberapa yang 

berbeda kebijakannya karena hal ini bias berpengaruh terhadap keabsahan akta 

                                                           
3 Rini, wawancara, Surabaya, 26  Februari 2018. 
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kelahiran. Adapun pembuatan akta kelahiran selain anak dalam pernikahan 

seperti anak adopsi, anak terlantar, anak asuh diharuskan untuk membuat 

pernyataan kebenaran asal usul anak dengan menggunakan jalur hukum 

(pengadilan) maupun surat keterangan dari kelurahan. 

Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai kebijakan dalam 

menentukan nasab anak dalam akta kelahiran, adapun ketentuan-ketentuan 

tersebut adalah: 

1. Akta kelahiran anak sah. 

 Akta   kelahiran anak sah yaitu pembuatan akta kelahiran untuk seorang 

anak yang lahir akibat dari sebuah pernikahan, dengan beberapa 

kebijakan/ketentuan diantaranya: 

a. Anak tersebut lahir setelah pernikahan (akibat terjadinya pernikahan) 

b. Meskipun si perempuan tersebut hamil sebelum melaksanakan pernikahan 

dan setelah pernikahan kurang 6 bulan terhitung setelah akad 

pernikahan/satu hari setelah akad pernikahan melahirkan, maka anak 

tersebut bisa dikatakan anak sah. 

c. Ada seorang pasangan suami istri menikah sirri kemudian anak tersebut 

lahir, pada waktu itu belum di daftarkan dalam pembuatan akta kelahiran 

kemudian si suami istri tersebut melaksanakan isbath nikah yang di barengi 

dengan istbath asal usul anak maka setelah terjadinya isbath tersebut anak 

itu bisa dikatakan anak sah, dengan catatan adanya penetapan dari hakim 

(pengadilan). 
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d. Ketika suami istri melakukan pernikahan namun belum dicatatkan sesuai 

dengan perundang-undangan yang berlaku, maka anak tersebut disebut 

dengan anak sah. 

2. Akta kelahiran anak seorang ibu. 

Akta kelahiran anak tidak sah yaitu pembuatan akta untuk seorang anak 

yang lahir akibat dari sebuah hubungan diluar pernikahan, dengan beberapa 

kebijakan diantaranya: 

a. Seorang anak yang lahir di luar pernikahan akibat perzinahan, maka anak 

ini disebut anak seorang ibu. 

b. Seorang anak akibat dari pernikahan sirri/pernikahan secara agama saja, 

maka anak ini disebut dengan anak seorang ibu. 

c. Seorang anak yang hasil kumpul kebo, maka anak tersebut adalah anak 

seorang ibu. 

3. Akta kelahiran kolektif 

Akta kelahiran koletif yaitu pembuatan akta untuk seorang anak yang di 

adopsi orang lain, yang di asuh oleh orang lain, anak yang ditinggalkan 

ibunya, serta anak terlantar baik itu diketahui orang tua kandungnya maupun 

anak yang tidak diketahui orang tuanya (tidak diketahui asal usulnya), hal ini 

biasanya kebanyakan dari intansi-instansi seperti halnya yayasan panti asuhn 

dan lembaga-lain yang merawat anak tersbut. Dengan beberapa kebijakan 

diantaranya: 
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1. Seorang anak yang diketahui ayah dan ibunya yang di asuh oleh 

keluarganya sendiri atau orang lain, maka nasab anak tersebut dalam akta   

kelahirannya tertulis nama orang tua kandungnya. 

2. Seorang anak yang terlantar tanpa diketahui asal usulnya kemudian di 

ambil/asuh oleh yayasan panti asuhan yang mana anak tersebut tidak 

diketahui asal usul kedua orang tuanya, maka pihak yayasan harus 

melaporkan kepada Kepolisian guna untuk mendapatkan berita acara 

pemeriksaan dari kepolisian. 

3. Mengangkat atau mengadopsi anak orang lain ke dalam keluarganya 

sendiri, yang mana keduanya sudah bersepakat/mempunyai ikatan 

perjanjian untuk mengambil anak tersebut untuk diangkat menjadi anak 

kandung dengan seperti itu akan menimbulkan suatu hubungan hukum, 

maka sebelum pembuatan akta kelahiran anak, orang tua angkatnya harus 

mendaftarkan anak tersebut ke pengadilan agar mendapatkan penetapan 

pengangkatan anak dari Pengadilan (hakim) dan dalam akta kelahirannya 

muncul nama orang tua kandung akan tetapi ada tambahan catatan pinggir 

yang berupa suatu penetapan dari Pengadilan bahwa anak tersebut telah 

diadopsi orang lain. 

Di samping ketiga point di atas ada juga tambahan kebijakan dalam 

pembuatan akta kelahiran guna untuk mempermudah pembuatan akta 

kelahiran tersbebut, diantara lain adalah: 

1. Ketika dalam pendaftaran akta kelahiran tidak sanggup atau tidak bisa 

menyertakan fotocopy akta nikah/nikah orang tua anak, maka hal ini di 
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ganti dengan surat pernyataan tanggung jawab mutlak kebenaran sebagai 

suami istri (dalam akta kelahirannya terdapat catatan “yang perkawinannya 

belum tercatat sesuai dengan peraturan perundang-undangan” yang terletak 

di bawah keterangan nasab anak). 

2. Ketika dalam pendaftaran akta kelahiran tidak sanggup atau tidak bisa 

menyertakan surat kenal lahir atau keterangan lahir dari dokter, bidan 

ataupun dari instansi kesehatan seperti halnya pukesmas maupun rumah 

sakit maka hal ini bisa diganti dengan memakai surat pernyataan tanggung 

jawab mutlak kebenaran data kelahiran yang disediakan oleh Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya.4 

Adapun dasar hukum yang diguanakan/yang diberlakukan dalam akta 

kelahiran adalah sebagai berikut: 

1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak; 

2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang 

Administrasi Kependudukan; 

3. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2013 tentang perubahan Undang-undang 

Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan; 

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2007 tentang 

Pelaksanaan Undang-undang Administrasi; 

5. Praturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata cara 

Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil; 

                                                           
4 Sukadi, wawancara, Surabaya, 07 Maret 2018. 
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6. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2010 tentang Formulir 

dan Buku yang digunakan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan 

Sipil; 

7. Peraturan Daerah Kota Surabaya nomor 5 Tahun 2011 tentang 

Penyelenggaraan Administrasi Kepependudukan; 

8. Peraturan Daerah Kota Surabaya nomor 14 Tahun 2014 tentang Perubahan 

Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan 

Administrasi Kepependudukan; 

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan 

akta kelahiran. 

Akta kelahiran merupakan hal yang penting dan perlu karena dengan 

demikian seseorang dapat dengan mudah memperoleh kapasitas akan 

kejadian-kejadian tersebut dalam menentukan status (keperdataan/nasab) 

seseorang. Dalam suatu negara terutama di Indonesia sendiri bukti autentik 

yang memiliki kekuatan hukum tetap adalah akta kelahiran, ketika dalam akta 

kelahiran tersebut adanya suatu permasalahan seperti halnya adanya ketidak 

benaran dalam penulisan nama atau tanggal lahir hal tersebut bisa diproses 

hukum ke meja hijau (pengadilan), apalagi yang menyangkut nasab anak 

dalam akta  kelahiran yang mana nasab anak/status keperdataan anak 

sangatlah penting dan akan terpengaruh dikemudian hari ketika anak itu sudah 

dewasa, karena nasab anak dalam akta kelahiran akan menjadi pedoman/bukti 

autentik untuk menentukan perwalian pada waktu pelaksanaan pernikahan dan 

ketika kedua orang tuanya meninggal yang menjadi bukti autentik untuk 
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mengetahui nasab anak/keperdataan anak tersebut apakah anak itu anak 

kandung atau bukan adalah akta kelahiran. Tidak semua masyarakat/warga 

Kota Surabaya mengerti betul mengenai hukum karena masyarakat adalah 

makhluk sosial dalam llingkungannya. 

Pada kenyataannya masih banyak kasus-kasus/problematika yang terjadi 

di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di bagian akta kelahiran 

khsusunya yang sering terjadi kasus hingga ke Pengadilan yakni menyangkut 

nasab anak/status anak dalam akta kelahiran, baik itu anak seorang ibu 

maupun anak asuh/adopsi yang tidak ada penetapan dari Pengadilan yang 

bersangkutan. Menurut pemaparan pihak Dinas Kependudukan dan catatan 

Sipil kota Surabaya yang secara tak langsung dan tanpa disadari masih banyak 

sekali problematika yang terjadi yang tidak kita ketahui diluar sana mengenai 

nasab anak dalam akta kelahiran, memang Dinas Kependudukan dan Catatan 

Sipil adalah lembaga Administrasi Negara yang di bawah naungan Pemerintah 

yang hanya menerima dan mencatat berkas-berkas yang telah masuk di 

Instansi. 

 

C. Profil Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Surabaya 

Kantor Urusan Agama atau disingkat KUA adalah kantor yang 

melaksanakan sebagian tugas kantor Kementrian Agama Indonesia di 

Kabupaten dan Kotamadya di bidang urusan agama Islam dalam wilayah 

kecamatan.5 

                                                           
5 Pasal 1 ayat (1) PMA No. 11 Tahun 2007 
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KUA memiliki tugas dan fungsi yang telah disahkan berdasarkan 

Keputusan Menteri Agama No. 517 Tahun 2001 untuk mengurusi perkara 

berikut ini di wilayah kecamatan: 

1. Menyelenggarakan statistik dan dokumentasi; 

2. Menyelenggarakan surat menyurat, kearsipan, pengetikan, dan rumah 

tangga KUA; 

3. Melaksanakan pencatatan nikah, rujuk, mengurus dan membina masjid, 

zakat, wakaf, baitul maal, dan ibadah sosial, kependudukan dan 

pengembangan keluarga sakinah sesuai dengan kebijaksanaan yang telah 

ditetapkan oleh Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam dan penyelenggaraan 

haji berdasarkan perundang-undangan yang berlaku. 

Dengan adanya perubahan peraturan dan regulasi. Kantor Urusan Agama 

Kecamatan juga melaksanakan fungsi tambahan yakni menyelenggarakan 

manasik haji setiap menjelang penyelenggaraan ibadah haji dan pembinaan 

produk halal. 

Kantor Urusan Agama Kecamatan berkedudukan di wilayah kecamatan 

dan bertanggungjawab kepada Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten 

atau Kota yang dikoordinasi oleh Kepala seksi Urusan Agama Islam atau 

Bimas Islam. 

Adapun jumlah Kantor Urusan Agama Kota Surabaya ada 31 (tiga puluh 

satu) unit KUA kecamatan: 
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Tabel 1.1 

Daftar Nama Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Surabaya 

No KUA Kecamatan Alamat 

1. Semampir Jl. Wonokusumo tengah No.04 Surabaya 

2. Pabean Cantian Jl. Teluk Sampit 2 Surabaya 

3. Krembangan Jl. Lumba-lumba 66 Surabaya 

4. Bubutan Jl. Kawatan XII/1 Surabaya 

5. Tandes Jl. Bibis Tama No.1 Surabaya 

6. Wonokromo Jl. Gajah Mada Timur N-1 Surabaya 

7. Wonocolo Jl. Margorejo Indah 30 Surabaya 

8. Karangpilang Jl. Mastrip No.50 Surabaya 

9. Tegal Sari Jl. Kupang segunting 3/9 Surabaya 

10. Sawahan Jl. Dukuh Kupang Timur X/8 Surabaya 

11. Genteng Jl. Genteng Kali 59 Surabaya 

12. Gubeng Jl. Bratang Binangun 8/13 Surabaya 

13. Tambaksari Jl. Mendut No.7 Surabaya 

14. Simokerto Jl. Taman Tambak  Segaran No.2 Surabaya 

15. Sukolilo Jl. Gebang Putih No.8 Surabaya 

16. Rungkut Jl. Rungkut Asri Utara I/4 Surabaya 

17. Kenjeran  Jl. Bulak Banteng Lor Masjid No.7 Surabaya 

18. Benowo Jl. Tengger No.17 Surabaya 

19. Lakarsantri Jl. Lontar Lidah Kulon 19 surabaya 

20. Tenggilis Mejoyo Jl. Prapen Indah No.2 Surabaya 
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21. Gunung Anyar Jl. Rungkut Menanggal Harapan T/31 Surabaya 

22. Mulyorejo Jl. Wisma Permai 98 Surabaya 

23. Asemrowo Jl. Asem III No.3-7 Surabaya 

24. Sukomanunggal Jl. Simo  Mulyo I/59 Surabaya 

25. Wiyung Jl. Mastrip No.1888-F Surabaya 

26. Dukuh Pakis Jl. Dukuh Kupang Barat 284 Surabaya 

27. Jambangan Jl. Kebonsari Elveka IV/54 Suarabaya 

28. Gayungan Jl. Cipta Menanggal III/1 Surabaya 

29. Bulak Jl. Memet Sastrowiryo 85 Surabaya 

30. Pakal Jl. Raya Raci Benowo No.24 Surabaya 

31. Sambikerep Jl. Made Utara RT.03 RW.04 Surabaya 

Di Kota Surabaya ini Kantor Urusan Agama Kecamatan berjumlah 31 

(tiga puluh satu) unit kantor KUA, judul skripsi penliti yakni pandangan 

kepala KUA Surabaya yang mana ke 31 (tiga puluh satu) KUA diatas tersebut 

peneliti batasi 3 (tiga) Kepala KUA yakni Kepala KUA Kecamatan 

Wonokromo,  Kepala KUA Kecamatan Rungkut dan Kepala KUA Kecamatan 

Simokerto yang dikira sudah cukup untuk mewakili beberapa KUA tentang 

kebijakan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya mengenai 

nasab anak dalam Akta   kelahiran.  
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D. Pandangan Kepala KUA Kota Surabaya tentang Kebijakan Dinas 

Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya Mengenai Nasab Anak dalam 

Akta   kelahiran. 

Menurut pendapat Kepala KUA Kecamatan Wonokromo bahwasanya 

kebijakan-kebijakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mengenai 

nasab anak dalam akta kelahiran itu sudah benar sesuai dengan Peraturan 

perundang-undangan Nasional (Hukum Positif) yang dimana dalam kebijakan 

tersebut telah sesuai berdasarkan hukum yang berkuatan tetap. 

Adapun mengenai nasab anak dalam akta kelahiran termasuk subyek yang 

sangat penting juga, karena ketika kelak anak tersebut sudah dewasa pasti 

akan menjalankan separuh agamanya yakni sebuah pernikahan. Adapun syarat 

dalam pernikahan yang telah mempunyai hukum tetap sebagai alat bukti yang 

konkrit diantaranya adalah akta kelahiran, karena Kepala KUA ketika merafa’ 

calon pengantin akan mengetahui apakah anak tersebut anak kandung atau 

bukan (anak sah atau bukan) yang telah tertera andalam akta kelahiran. Ketika 

ada kesalahan tentang nasab tersebut maka akan mempengaruhi terhadap 

perwalian untuk calon mempelai putri.  

Namun, dalam kehidupan tidaklah selalu berjalan dengan mulus, di Kota 

Surabaya sendiri disetiap KUA pasti mempunyai sebuah kasus tentang hal itu, 

apalagi frekuensi wanita kawin dalam keadaan hamil bisa terbilang sangatlah 

banyak, pernikahan dalam keadaan hamil pun juga akan mempengaruhi sah 

atau tidaknya kedudukan anak tersebut, menurut pemaparan Kepala KUA 

Kecamatan Wonokromo bahwasanya menurut hukum islam pandangan  

adzhab Hanafi kalau ada seseorang melakukan pernikahan dalam keadaan 
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hamil meskipun perempuan tersebut telah hamil kurang dari 6 (enam) bulan 

atau lebih dari 6 (enam bulan) dengan catatan bahwa yang menikahinya 

adalah laki-laki yang telah menghamilinya maka si anak tersebut di nasabkan 

kepada orang yang menghamilinya “Al waaladu fi>rosh”, sedangkan menurut 

madzhab maliki menikah dalam keadaan hamil duluan maka anak tersebut 

tidak dinasabkan kepada ayahnnya (suami dari perempuan) tersebut dengan 

sebuah alasan bahwasanya tidak boleh mencampurkan antara darah kotor 

dengan darah bersih sampai si anak lahir laki-laki tersebut tidak boleh 

menggaulinya kecuali dia memang tidak kuat untuk menggauli, menurut 

imam syafi’i anak tersebut boleh dinasabkan dengan ayahnya dengan catatan 

ketika menikah dalam keadaan hamil usia kandungan di bawah 6 (enam) bulan 

maka anak tersebut bernasabkan kepada ayahnya sedangkan kalau usia kawin 

kandungan lebih dari 6 bulan boleh dinikahkan dengan catatan anak tersebut 

tidak bisa bernasabkan kepada ayahnya, sedangkan menurut madzab 

hambalitidak boleh melaksanakan kawin hamil hamil sebelum anak tersebut 

dilahirkan. Dalam KHI tertera bahwasanya wanita hamil boleh dinikahkan 

dengan orang yang menghamilinya meskipun laki-laki tersebut bukan yang 

menghamilinya pun boleh dinikahi karena dalam KHI tidak di spesifikkan 

dengan detail mengenai hal itu Cuma dalam KHI dijelaskan Pasal (53) 

tersebut karena tidak tertera kata “hanya” akan tetapi yang tertera dalam 

Pasal (53) adalah boleh maka hal itu hukumnya mubah, sedangkan yang 

dipakai oleh hampir semua KUA secara umumu adalah dengan orang yang 

menghamilinya seperti halnya di KUA Kecamatan Wonokromo menolak calon 
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pengantin Dalam keadaan hamil  karena laki-laki yang mengawininya bukan 

orang yang menghamilinya. 

Ada sebuah kasus suatu hari pernah kejadian di KUA Kecamatan 

Wonokromo bahwasanya ada seorang suami istri yang dulu si istri menikah 

dalam keadaan hamil di bulan Januari 2017 kurang dari 6 (enam bulan) setelah 

pernikahan mereka anak tersebut lahir di Polda dengan menggunakan BPJS 

dan kemudian dibuatkanlah akta kelahiran dengan system online e-lampid, 

padahal pasangan tersebut telah melampirkan buku nikah kemudian diproses 

ternyata ditolak oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota 

Surabaya lebih tepatnya ditolak oleh system online karena hamilnya dengan 

nikah jaraknya kurang dari 6 (enam) bulan, ketika ingin mendapatkan nasab 

kepada ayahnya harus menyertakan penetapan pengakuan anak dari 

Pengadilan (muncul tulisan tersebut dalam sistemnya) padahal dalam UU 

Nomor 1 tahun 1974 pasal 42 dan KHI pasal 99 telah dipaparkan bahwasanya 

Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat 

perkawinan yang sah.  

 disamping banyaknya kasus kawin hamil ada juga kasus di dalam Akta   

kelahiran tercatat sebagai ayah kandung akan tetapi kenyataannya itu 

bukanlah ayah kandung dan sebenarnya itu adalah ayah angkat anak tersebut 

(dalam Akta   tersebut tidak ada catatan pinggir penetapan dari pengadilan) 

sedangkan bapak kandungnya tidak di ketahui, padahal hal itu sangatlah 

penting sekali penentuan nasab dalam akta kelahiran tersebut. Memang dalam 

perkawinan nasab itu sangat penting sekali, ketika wali itu salah maka 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

66 
 

pertimbangannya sah tidaknya sebuah pernikahan yang dipandang dari 

kacamata hukum Islam. 6 

Menurut pendapat Kepala KUA Kecamatan Simokerto bahwasanya 

beliau setuju dengan kebijakan-kebijakan Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil mengenai nasab anak dalam akta kelahiran dengan alasan 

selama adanya bukti kutipan akta nikah dan Undang-undang mengakatan 

selama dalam dan/atau akibat perkawinan yang sah maka anak tersebut sudah 

menjadi anak sah dan bernasabkan kepada ayahnya. 

Pertama, mengenai anak sah dalam KHI pasal 99 dan UU Nomor 1 tahun 

1974 tentang Perkawinan telah di paparkan juga dalam pasal 42. Akan tetapi 

dalam KHI ada pembagian dibawahnya mengenai anak/bayi tabung yang telah 

terlampir dalam pasal 99 huruf b yakni: “Hasil perbuatan suami istri yang sah 

diluar Rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut”. 

lslam menjelaskan bahwasanya ada 2 (dua) pendapat mengenai nasab 

anak tersebut: 

1. Pendapat Syafi’iyah dan Malikiyah menetapkan mengenai penentuan nasab 

anak kepada ayahnya wajib memenuhi “Aqallu muddatil h{amli”. 

2. Pendapat Hanafiyah pun juga sama akan tetapi Hanafiyyah membolehkan 

pengakuan anak dengan catatan anak tersebut lahir kurang dari 6 (enam) 

bulan “Al waaladu fi>rosh”. 

                                                           
6 Moch. Ali, wawancara, Surabaya, 22 Maret 2018. 
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Ditarik kesimpulannya bahwasanya dalam Hukum Islam para Ulama 

sepakat dan mengatakan paling sedikit masa kehamilan adalah 6 (enam) 

bulan. 

Menelaah mengenai nasab anak tersebut dalam Kompilasi Hukum Islam 

secara tidak kasat mata Kompilasi Hukum Islam lebih cenderung terhadap 

pendapat Hanafiyyah dengan tujuan untuk melindungi hak-hak anak 

dikarenakan nasab anak kepada ayahnya ada 4 macam: 

1. H}aqqul Wilayah; 

2. H{aqqul Rada>’ah; 

3. H{aqqul Munafaqah; 

4. H{aqqul Irthi; 

Kedua, mengenai kebijakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

Kota Surabaya tentang nasab anak adopsi, anak asuh, anak angkat dalam Akta   

kelahiranpun Kepala KUA Kecamatan Simokerto juga setuju dalam kebijakan 

tersebut dengan alasan ketika mengangkat anak maupun mengadopsi anak 

harus melalui Penetapan dari Pengadilan yang telah di paparkan dalam 

peraturan perundang-undangan nasional guna untuk mencegah terjadinya 

suatu hal yang tidak diinginkan dikemudian hari. 

Hukum Islam dalam (Q.S. Al-ahzab) mengenai anak angkat dalam arti 

dari surat tersebut dijelaskan sebagai berikut “panggilah mereka (anak-anak 

angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka”. Ada sebuah al-

kisah Zaid bin Harisah adalah budaknya Siti Khodijah beliau dipanggil dengan 

sebutan Zaid bin Muhammad karena rasa sayangnya Nabi Muhammad kepada 
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Zaid sampai sahabat-sahabat memanggilnya dengan sebutan itu, namun Allah 

SWT mengingatkan beliau dan menurunkan (Q.S. Al-ahzab:5) yang mana 

seorang anak tidak boleh di nasabkan kepada ayah angkatnya. 

Pada intinya, seorang anak angkat, anak asuh maupun adopsi kalau anak 

tersebut mengetahui orang tua kandungnya maka anak tersebut tidak boleh 

dinasabkan kepada orang tua angkatnya. 7 

Menurut pendapat Kepala Kator Urusan Agama Kecamatan Rungkut 

mengenai kawin hamil, beliau memaparkan bahwasanya meskipun kawin 

hamil pernikahan tersebut tetap dilaksanakan nikah dalam keadaan hamil yang 

telah tertuang dalam Pasal 53 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, sedangkan 

pendapat Madzhab Syafi’iyah memperbolehkan menikah dengan orang yang 

tidak menghamilinya namun tetap dianjurkan dengan orang yang 

menghamilinya. 

Sedangkan kawin hamil juga akan menentukan nasab anak dengan orang 

tuanya, menurut pemaparan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan 

rungkut bahwasanya anak sah adalah anak dalam perkawinan yang sah (KHI 

Pasal 99 dan Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan Pasal 42). 

Menyinggung mengenai pendapat Imam Madzhab bahwasanya anak sah 

adalah anak yang lahir dengan batasan 6 bulan setelah akad pernikahan, 

namun Hukum Islam di Indonesia menganut Kompilasi Hukum Islam. 

Menurut pemaparan beliau pada bulan-bulan yang lalu bahwasanya 

system e-lampid yakni system pembuatan Akta kelahiran Online oleh Dinas 

                                                           
7 Wahid, Wawancara, Surabaya, 27 Maret 2018. 
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Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya yakni ketika seorang anak 

lahir  kurang dari 6 (enam) bulan dihitung setelah akad perkawinan suami istri 

maka pembuatan akta kelahiran tersebut ditolak oleh system e-lampid dengan 

alasan kurang dari 6 bulan semenjak setelah akad pernikahan tersebut. Karena 

kebijakan ini didasari ketika adanya rapat Dinas Kependudukan dan Catatan 

Sipil se-Jawa Timur yang mana hal itu diawali dari DISPENDUKCAPIL 

Jombang yang melatar belakangi kebijakan itu adalah usulan dari salah satu 

Kepala Kantor Urusan Agama Jombang atas dasar mengikuti Madzhab Syafii.  

Namun kebijakan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sekarang 

ternyata bukan seperti yang dipaparkan oleh beberapa Kepala KUA 

Kecamatan akan tetapi kembali lagi kepada Kompilasi hukum Islam Pasal 99 

dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 42 yang berbunyi “Anak sah 

adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah”. Maka 

Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Rungkut setuju dengan kebijakan 

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya meskipun secara 

personal sebenarnya tidak setuju dengan adanya pasal 99 huruf a Kompilasi 

Hukum Islam dengan hal tersebut melanggar syar’i dan itu juga akan 

mempengaruhi kawin hamil di Surabaya semakin meningkat, berhubung ini 

demi kemaslahatan dan untuk melindungi hak anak dan anak tidak berdosa 

juga tidak berdosa atas apa yang telah diperbuat oleh kedua orang tuanya. 

Akan tetapi ketika anak tersebut telah beranjak dewasa dan melaksanakan 

pernikahan maka perwaliannya menggunakan wali hakim, hanya catatan 

keperdataannya tetap kepada ayahnya. Kesimpulannya Kepala Kantor Urusan 
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Agama Kecamatan Rungkut setuju dengan keperdataannya karena hal itu 

untuk melindungi hak anak. 

Menurut pendapat Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Rungkut 

bahwsanya kebijakan Dinas Kependudukan dan Catatan sipil Kota Surabaya 

mengenai nasab anak adopsi, anak,  angkat, anak asuh dalam Akta   kelahiran 

tersebut sudah sesuai dengan Peraturan-peraturan Nasional yang mengatur 

tentang hal tersebut. Meskipun pada kenyataannya hampir seluruh Kepala 

KUA Kecamatan se-Suarabaya mengalami ketika hendak menikahkan seorang 

anak ternyata dalam akta kelahiran tersebut bukan ayah kandungnya namun 

ayah angkatnya dan tidak ada catatan pinggir (penetapan dari pengadilan)  

dalam akta kelahiran tersebut.8 

 

 

                                                           
8 Ahmad Tholhah R, wawancara, Surabaya, 29 Maret 2018. 
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BAB IV 

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PANDANGAN KEPALA KUA KOTA 

SURABAYA TENTANG KEBIJAKAN DISPENDUKCAPIL KOTA 

SURABAYA MENGENAI NASAB ANAK DALAM AKTA KELAHIRAN 

 

A. Kebijakan DISPENDUKCAPIL Kota Surabaya mengenai nasab anak dalam 

Akta Kelahiran. 

Dari hasil penelitian yang diperoleh terkait permasalahan yang dikaji 

dalam pembahasan ini, dilakukan penelitian tehadap kebijakan-kebijakan 

nasab anak dalam akta kelahiran yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan 

dan Catatan Sipil Kota Surabaya. Bahwa Dinas Kependudukan dan Catatan 

Sipil Kota Surabaya merupakan Instansi Administrasi yang dibawah naungan 

Pemerintah yang diatur di dalam Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2014 

tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang 

Penyelenggaraan Administrasi Kepependudukan yang memiliki tugas dan 

kewenangan terkait dengan kependudukan dan pencatatan sipil di Kota 

Surabaya. 

Pencatatan kelahiran setiap warga yang berada di Kota Surabaya harus 

melalui prosedur-prosedur tertentu dalam Kebijakan nasab anak dalam akta 

kelahiran dimana pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota 

Surabaya baik itu anak sah, anak tidak sah maupun anak adopsi/anak angkat 

berbeda. 
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Adapun kebijakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota 

Surabaya dibagi menjadi 3 (tiga) bagian: 

1. Mengenai nasab anak sah dalam akta kelahiran yakni: 

a. Anak tersebut lahir setelah pernikahan (akibat terjadinya pernikahan). 

b. Meskipun si perempuan tersebut hamil sebelum melaksanakan pernikahan 

dan setelah pernikahan kurang 6 bulan terhitung setelah akad 

pernikahan/satu hari setelah akad pernikahan melahirkan, maka anak 

tersebut bisa dikatakan anak sah. 

c. Ada seorang pasangan suami istri menikah sirri kemudian anak tersebut 

lahir, pada waktu itu belum di daftarkan dalam pembuatan akta kelahiran 

kemudian si suami istri tersebut melaksanakan isbath nikah yang di 

barengi dengan istbath asal usul anak maka setelah terjadinya isbath 

tersebut anak itu bisa dikatakan anak sah, dengan catatan adanya 

penetapan dari hakim (pengadilan). 

d. Ketika suami istri melakukan pernikahan namun belum dicatatkan sesuai 

dengan perundang-undangan yang berlaku, maka anak tersebut disebut 

dengan anak sah. 

2. Mengenai nasab anak tidak sah: 

a. Seorang anak yang lahir di luar pernikahan akibat perzinahan, maka anak 

ini disebut anak seorang ibu. 

b. Seorang anak akibat dari pernikahan sirri/pernikahan secara agama saja, 

maka anak ini disebut dengan anak seorang ibu. 
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c. Seorang anak yang hasil kumpul kebo, maka anak tersebut adalah anak 

seorang ibu. 

3. Mengenai nasab anak adopsi, anak angkat, anak asuh dan anak terlantar: 

a. Seorang anak yang diketahui ayah dan ibunya yang di asuh oleh 

keluarganya sendiri atau orang lain, maka nasab anak tersebut dalam akta 

kelahirannya tertulis nama orang tua kandungnya. 

b. Seorang anak yang terlantar tanpa diketahui asal usulnya kemudian di 

ambil/asuh oleh yayasan panti asuhan yang mana anak tersebut tidak 

diketahui asal usul kedua Orang Tuanya, maka pihak yayasan harus 

melaporkan kepada Kepoisian guna untuk mendapatkan berita acara 

pemeriksaan dari kepolisian. 

c. Mengangkat atau mengadopsi anak orang lain ke dalam keluarganya 

sendiri, yang mana keduanya sudah bersepakat/mempunyai ikatan 

perjanjian untuk mengambil anak tersebut untuk diangkat menjadi anak 

kandung dengan seperti itu akan menimbulkan suatu hubungan hokum, 

maka sebelum pembuatan akta kelahiran anak, orang tua angkatnya harus 

mendaftarkan anak tersebut ke pengadilan agar mendapatkan penetapan 

pengangkatan anak dari Pengadilan (hakim) dan dalam akta kelahirannya 

muncul nama orang tua kandung akan tetapi ada tambahan catatan pinggir 

yang berupa suatu penetapan dari Pengadilan bahwa anak tersebut telah 

diadopsi orang lain. 

Berdasarkan kebijakan nasab anak dalam akta kelahiran yang 

diimplementasaikan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota 
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Surabaya menurut peneliti kebijakan diatas yang telah sesuai dengan 

Peraturan Perundang-undangan yang berlaku Di Indonesia yang mengatur 

mengenai nasab anak dan sepakat, baik itu anak sah maupun anak 

Adopsi/anak angkat yang telah sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam, 

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengenai nasab 

anak sah, anak tidak sah dan anak adopsi. Dalam Undang-undang Nomor 23 

Tahun 2002 tentang perlindungan Anak pun juga mengatur mengenai hak-hak 

anak yang harus dilindungi dan juga memaparkan mengenai kedudukan anak 

adopsi, tidak hanya diatur dalam KHI, UU No.1 tahun 1974 tentang 

Perkawinan dan UU No.23 tahun 2002 tentang perlindungan anak saja, akan 

tetapi dalam Peraturan-peraturan Nasional lainnya juga ada yang mengatur 

mengenai kedudukan anak yang akan berpengaruh kepada nasab anak dalam 

akta kelahiran tersebut, tak hanya dilihat dari hukum positifnya saja, 

disamping itu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Surabaya mulai 

tahun kemarin tepatnya pada bulan-bulan terakhir sebelum tahun 2018 telah 

menerapkan sistem e-lampid yang mana kegunaannya untuk mempermudah 

dan mempercepat pembuatan dan penerbitan akta kelahiran. dibalik Kebijakan 

nasab anak dalam akta kelahiran yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil Kota Surabaya pasti juga mempunyai tujuan untuk 

kemaslahatan warga Kota Surabaya.  

Kebijakan nasab anak dalam akta kelahiran jika ditinjau dari segi 

mas}lah}ah mursalah terdapat adanya Mas}lah}ah al-‘A>mmah, yaitu kemaslahatan 

umum yang menyangkut kepentingan orang banyak terutama seorang anak 
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yang dianjurkan untuk mempunyai akta kelahiran baik itu anak sah, anak 

tidak sah maupun anak adopsi/anak angkat sangat berperan penting akan 

adanya kesejahteraan dan perlindungan anak, dengan akta kelahiran anak hak 

dan kewajiban anak akan terpenuhi karena tanpa adanya akta kelahiran anak 

tersebut tidak bisa memperoleh pendidikan ataupun hal lainnya yang 

menyangkut dengan hukum dan sosial, dalam pasal 5 UU RI No.23 Tahun 

2002 tentang Perlindungan anak yang berbunyi: Setiap anak berhak atas suatu 

nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan. 

Maka pada pasal 16 UU RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak 

ayat (2) dijelaskan bahwasanya setiap anak behak memperoleh kebebasan 

dengan hukum. 

Jadi, penulis menyimpulkan bhawasanya kebijakan nasab anak dalam akta 

kelahiran yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan telah sesuai dengan 

perturan perundang-undangan dan adanya Mas}lah}ah al-‘A>mmah meskipun 

ketika terjadinya suatu peromblematika dikemudian hari mengenai adanya 

kekeliruan dalam nasab anak maka hal tersebut bukan sepenuhnya kesalahan 

Instansi karena hal itu bisa jadi kurangnya kejujuran dari warga Kota 

Surabaya sendiri dengan melihat kenyataan masih banyaknya kesalahan dalam 

Akta kelahiran mengenai nasab anak apalagi mengenai nasab anak 

adopsi/anak angkat yang mana di dalam akta kelahiran tersebut nama orang 

tua angkat menjadi nama orang tua kandung tanpa adanya catatan pinggir 

dalam akta kelahiran tersebut. 
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Menurut penulis, Kebiasaan/ hukum adat masyarakat ketika orang tersebut 

mengangkat anak dari orang lain maupun keluarga sendiri masih banyak yang 

mengira kalau ketika sudah perjanjian dengan orang tua kandung anak 

tersebut maka si anak sudah menjadi anak kandung orang tua angkatnya tanpa 

melalui penetapan dari Pengadilan. Hal itu sudah menjadi tak asing kita 

jumpai di berbagai daerah. 

 

B. Pandangan Kepala KUA Kota Surabaya terhadap kebijakan DISPENDUK 

CAPIL Kota Surabaya mengenai nasab anak dalam Akta Kelahiran. 

Sebelum penuli membahas mengenai hal ini, penulis menemukan sedikit 

adanya ketidak selarasan/adanya perbedaan antara pendapat Kepala KUA 

dengan pihak Dinas Kependudukan dan Catatn Sipil mengenai nasah anak 

dalam akta kelahiran. Menurut Kepala KUA Surabaya pada bulan-bulan akhir 

sebelum pergantian tahun 2018 ketika adanya sistem e-lampid yang mana 

sistem tersebut untuk mempermudah dan mempercepat pembuatan akta 

kelahiran. Menurut hasil wawancara ke beberapa KUA bahwasanya yang 

diketahui pihak KUA kebijakan Dinas Kependudukan mengenai nasab anak 

ketika lahir setelah akad nikah kurang dari 6 bulan keperdataanya kepada 

ibunya sedangkan lebih dari 6 bulan keperdatannya kepada si bapak karena 

ada sebuah kasus di salah satu daerah Kota Surabaya ketika mau membuat 

akta kelahiran dengan system online ternyata ditolak oleh sistemnya dengan 

penyebab si anak lahir kurang dari masa 6 bulan padahal ada kutipan akta 

nikah orang tuanya, secara otomatis system tersebut mengikuti Madzhab 

Syafiiyyah yang mana menurut hasil wawancara daripada salah satu Kepala 
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KUA yang melatar belakangi adanya kebijakan tersebut didasari ketika 

adanya rapat Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil se-Jawa Timur yang 

mana hal itu diawali dari DISPENDUKCAPIL Jombang yang mana paada saat 

itu adalah usulan dari salah satu Kepala Kantor Urusan Agama Jombang atas 

dasar mengikuti Madzhab Syafii. Sedangkan pemaparan dari pihak Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya memaparkan meskipun 

lahir 1 hari setelah akad nikah itu sudah termasuk anak sah dan 

keperdataannya kepada bapak si anak tersebut. 

Posisi kebijakan tentang nasab anak dalam akta kelahiran ketika 

terjadinya kasus di kecamatan wonokromo  yang mana ketika mau membuat 

akta kelahiran dengan system online ternyata ditolak oleh sistemnya dengan 

penyebab si anak lahir kurang dari masa 6 bulan padahal ada kutipan akta 

nikah orang tuanya tidak berlaku atau dihapus dan hasil wawancara penulis 

dengan pihak Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya 

bahwasanya untuk kebijakan sekarang pasangan suami istri yang pada waktu 

menikah dalam keadaan hamil maka nasab anak dinasabkan kepada bapak 

anak tersebut dengan barang bukti berupa buku kutipan akta pernikahan suami 

istri (lihat dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 99 huruf a dan huruf b serta 

UU RI No.1 tahun 1974 tentang perkawinan pasal 42 yang menjelaskan 

mengenai kedudukan anak sah) Karen di Negara Indonesia tidak hanya 

menganut agama Islam saja dan dasar hukum yang digunakan di Indonesia 

bukan pendapat salah satu madzhab melainkan peraturan pemerintahan. 
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Jadi, ditarik kesimpulan dari ketidak singkronnya kedua belah pihak 

bahwa dengan seiringnya waktu kebijakan tersebut telah dihapus/tidak 

digunakan lagi oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dan itu malah 

akan menjadikan  adanya kemafsadatan bagi semuanya “ ضَّرَرُ يُ زَلُ ال ” 

kemadhorotan harus dihilangkan. Pada akhirnya kebijakan tersebut diubah 

oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sekarang ternyata bukan seperti 

yang dipaparkan oleh beberapa Kepala KUA Kecamatan akan tetapi kembali 

lagi kepada Kompilasi hukum Islam Pasal 99 dan Undang-undang Nomor 1 

Tahun 1974 pasal 42 yakni anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau 

sebagai akibat perkawinan yang sah, karena masih dalam bentuk kebijakan 

bukan penetapan maupun peraturan/UU apalagi system teknologi buatan 

manusia yang bisa diubah. 

Mengenai kebijakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mengenai 

nasab anak dalam Akta Kelahiran pada saat ini sudah benar sesuai dengan 

Peraturan perundang-undangan Nasional (Hukum Positif) yang dimana dalam 

kebijakan tersebut telah sesuai berdasarkan hukum yang berkuatan tetap. 

Adapun mengenai nasab anak dalam Akta Kelahiran tersmasuk subyek 

yang sangat penting juga, karena ketika kelak anak tersebut sudah dewasa 

pasti akan menjalankan separuh agamanya yakni sebuah pernikahan. Adapun 

syarat dalam pernikahan yang telah mempunyai hukum tetap sebagai alat 

bukti yang konkrit diantaranya adalah Akta Kelahiran, karena Kepala KUA 

ketika merafa’ calon pengantin akan mengetahui apakah anak tersebut anak 
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kandung atau bukan (anak sah atau bukan) yang telah tertera andalam Akta 

Kelahiran. Ketika ada kesalahan tentang nasab tersebut maka akan 

mempengaruhi terhadap perwalian untuk calon mempelai putri. Meskipun 

pada kenyataannya di KUA Kecamatan yang berada di Kota Surabaya sendiri 

masih banyak masalah mengenai nasab anak dalam akta kelahiran seperti 

halnya nasab anak angkat yang mana di dalam akta kelahiran tersebut orang 

tua angkat tercantum sebagai orang tua kandung tanpa adanya penetapan dari 

Pengadilan. 

Berdasarkan data yang telah dihimpun oleh penulis, pendapat-pendapat 

Kepala KUA yang penulis wawancarai diantaranya Kepala KUA Kecamatan 

Wonokromo, Kepala KUA Kecamatan Rungkut, Kepala KUA Kecamatan 

Simokerto  terhadap kebijakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

Kota Surabaya mengenai nasab anak dalam akta kelahiran sudah sesuai 

dengan Kompilasi Hukum Islam dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 

tentang Perkawinan. 

Meskipun ada beberapa Kepala KUA di Kota Surabaya yang secara 

Individu tidak sepakat dengan kebijakan-kebijakan nasab anak dalam akta 

kelahiran dengan alasan tidak sesuai syar’i karena beberapa KUA ada yang 

masih berpedoman pada fiqh meskipun di Indonesia terdapat hukum Islam 

berupa KHI namun Kepala KUA juga masih berpedoman kepada fiqh sebagai 

bahan pertimbangan juga. 

Jadi seluruh pemaparan diatas, penulis menyimpulkan menurut penulis 

meskipun terjadinya perbedaan pandangan anatar Kepala KUA satu dengan 
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Kepala KUA lainnya namun hal itu tidak akan berpengaruh kepada kebijakan 

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil mengenai nasab anak dalam Akta 

kelahiran tersebut karena KUA adalah intansi dibawah naungan Kantor 

wilayah. Peneliti menganalisis dengan menggunakan kaidah fiqhiyyah yakni “ 

يَ رْفَعُ الِخلََف إِذَا حَكَمَ الحاَكِم  “ yang dimaksud kaidah ini adalah perselisihan pendapat 

Kepala KUA  menjadi hilang ketika pemimpin (Dinas Kependudukan dan 

Catatan Sipil Kota Surabaya_ memutuskan perkara (kebijakan) mengenai 

nasab anak dalam akta kelahiran tesebut. 

Pada hal ini berbeda pendangan boleh karena itu juga termasuk ilmu akan 

tetapi juga harus melihat tujuan daripada kebijakan-kebijakan Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil tersebut yang mana untuk melindungi 

hak anak diantaranya: 

1. H}aqqul Wilayah; 

2. H{aqqul Rada>’ah; 

3. H{aqqul Munafaqah; 

4. H{aqqul Irthi. 

 

C. Analisis Yuridis Terhadap Pandangan Kepala KUA Kota Surabaya Tentang 

Kebijakan DISPENDUKCAPIL Kota Surabaya Mengenai Nasab Anak Dalam 

Akta Kelahiran. 

Akta kelahiran merupakan identitas diri seseorang, yang membedakan 

satu orang dengan yang lainnya. Dalam akta kelahiran memuat nama, tempat 

dan tanggal kelahiran serta nama orang tua yaitu ibu dan bapak anak tersebut, 
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dengan demikian Akta Kelahiran memiliki arti dan kekuatan yang 

membuktikan adanya hubungan hukum antara anak dengan orang tua. 

Disamping itu juga pembuatan akta kelahiran seorang anak di Indonesia 

ini menjadi kebutuhan primer, ketika seorang anak telah lahir di dunia ini 

maka orang tua wajib mendaftarkan anaknya ke Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil agar mempunyai akta kelahiran dan agar akui oleh negara 

karena ketika anak tersebut dewasa dan melangsungkan sebuah pernikahan 

untuk menentukan nasab anak tersebut pihak KUA melihat Akta Kelahiran 

anak tersebut sebagai bukti autentik. 

Mengingat pentingnya akta kelahiran, seorang anak haruslah mempunyai 

akta kelahiran meskipun ia anak diluar nikah dikarenakan sebuah akta 

kelahiran merupakan sebuah akta autentik yang akan menjadi alat bukti 

ataupun dasar hukum yang kuat jika terjadi masalah di kemudian hari. 

Berdasarkan data-data yang diperoleh oleh penulis mengenai kebijakan 

nasab anak dalam akta kelahiran ng dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan 

dan Catatan Sipil Kota Surabaya menurut peniliti telah sesuai dengan 

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Perkawinan pasal 42 berbunyi: “Anak 

sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang 

sah” dan Kompilasi Hukum Islam pasal 99 huruf a dan huruf b menjelaskan 

bahwa yang dimaksud anak sah adalah: “Anak yang dilahirkan dalam atau 

akibat perkawinan yang sah atau hasil perbuatan suami istri yang sah diluar 

Rahim”. 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

82 
 

Meskipun dilihat dari kacamata islam ada batasan usia kehamilan yang 

akan menentukan nasab anak sah tersebut akan tetapi itu hanya pendapat para 

madhzab yang mana pendapat-pendapat antara madzhab satu dengan madhzab 

lain tidak sama. Di Negara Indonesia sendiri pedoman hukum Islam yang 

digunakan adalah Kompilasi Hukum Islam yang sudah mencangkup qoul-qoul 

para ulama’ seluruh Indonesia. 

Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 100 “Anak yang 

dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dnegan 

ibunya dan keluarga ibunya”. 

Pada hal ini ada beberapa cara untuk menetapkan nasab anak kepada 

orang tuanya melalui pernikahan yang sah, melalui pengakuan atau gugatan 

terhadap anak bahwa anak tersebut bukanlah anak hasil zina dan melalui 

pembuktian yang berupa kesaksian. 

Menurut penulis kebijakan nasab anak adopsi dalam akta kelahiran pun 

juga telah sesuai dengan Pasal 1 angka 9 UU No. 23 Tahun 2002 tentang 

Perlindungan anak disebutkan: “Anak angkat adalah anak yang hak-haknya 

dialihkan dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah atau orang lain 

yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak 

tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan 

putusan atau penetapan Pengadilan”. 

Pasal di atas juga mengatur bahwa anak angkat masuk kehidupan rumah 

tangga orang tua yang mengambilnnya sebagai anggota rumah tangganya, dan 

beralih dari orang tua kandungnya kepada orang tua angkatnya hanyalah hak-
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hak keperdataan saja, seperti peralihan tanggung jawab dalam hal perawatan, 

kasih sayang, pendidikan, membesarkannya dan  hal-hal yang berkaitan 

dengan kepentingan anak. Sedangkan hak nasab tetap dihubungkan kepada 

orang tua kandungnya, sehingga ia tidak berkedudukan sebagai anak kandung 

dengan fungsi untuk meneruskan turun an bapak angkatnya. 

UU Perlindungan Anak tersebut juga mengatur bahwa pengangkatan anak 

tidak memutuskan hubungan nasab si anak dengan orang tua kandungnya. Hal 

di atas dirumuskan secara eksplisit dalam Pasal 39 ayat (2) yang berbunyi: 

“Pengangkatan anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak memutuskan 

hubungan darah antara anak yang diangkat dan orang tua kandungnya”. 

Dalam Pasal 171 huruf h KHI disebutkan, “Anak angkat adalah anak yang 

dalam pemeliharaan untuk hidup sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya 

beralih tanggung jawab orang tua angkatnya berdasarkan Putusan 

Pengadilan”. 

Hukum Islam maupun Hukum Nasional pengangkatan anak tidak 

membawa akibat hukum dalam hal hubungan darah, hubungan wali dan 

hubungan waris dengan orang tua angkat. Ia tetap menjadi ahli waris dari 

orang tua kandungnya dan anak tersebut tetap memakai nama dari ayah 

kandungnya. 

Meskipun secara personal ada beberapa Kepala KUA yang kontra dengan 

kebijakan yakni meskipun satu hari setelah akad nikah anak tersebut lahir 

kemudian dinasabkan kepada bapaknya tersebut dengan alasan karena dengan 

adanya hal itu maka angka kawin hamil di kota Surabaya ini ditakutkan 
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semakin banyak akan tetapi pada hakikatnya semua Kepala KUA Kecamatan 

Kota Surabaya sepakat dengan kebijakan Dinas Kependudukan dan Catatan 

Sipil Kota Surabaya mengenai nasab anak dalam akta kelahiran karena di 

Kantor Urusan Agama sendiri peraturan perundang-undangan mengacu 

kepada Kompilasi Hukum Islam dan Undang-undang Perkawinan Nomor 1 

Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah sesuai dengan apa yang ada pada 

kebijakan tersebut 

Dengan demikian, kesimpulan daripada penulis bahwasanya Pandangan 

Kepala KUA Surabaya tentang kebijakan Dinas Kependudukan dan Catatan 

Sipil Kota Surabaya mengenai nasab anak dalam akta kelahiran secara yuridis 

kebijakan tersebut sudah sesuai dengan Peraturan perndang-undangan yang 

dipakai di Negara Indonesia karena dasar hukum yang digunakan dalam 

kebijakan nasab anak dalam akta kelahiran adalah mengacu kepada Kompilasi 

Hukum Islam, Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 dan Undang-undang 

RI Nomor 23 Tahun 2002 tetang Perlindungan Anak. 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

85 
 

BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

1. Kebijakan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya dibagi 

menjadi tiga macam: 

a. Akta kelahiran anak sah yang berisi kebijakan nasab anak sah. Isi 

kebijakan tersebut yakni si anak lahir setelah pernikahan (akibat 

terjadinya pernikahan) sudah bisa dikatakan sebagai anak sah yang 

mana nasab si anak kepada bapaknya. 

b. Akta kelahiran anak seorang ibu yang mana didalam akta kelahiran 

tersebut mengenai kebijakan nasab anak tidak sah, jadi nasab anak 

tidak sah tidak bisa dinasabkan kepada ayah biologisnya. 

c. Akta kelahiran kolektif yang mana dalam akta kelahiran kolektif berupa 

kebijakan nasab anak adopsi/anak angkat/anak asuh/anak terlantar, 

Mengangkat atau mengadopsi anak orang lain ke dalam keluarganya 

orang tua angkatnya harus mendaftarkan anak tersebut ke pengadilan 

agar mendapatkan penetapan pengangkatan anak dari Pengadilan 

(hakim) dan dalam Akta kelahirannya muncul nama orang tua kandung 

akan tetapi ada tambahan catatan pinggir yang berupa suatu penetapan 

dari Pengadilan bahwa anak tersebut telah diadopsi orang lain. 

Dari pemaparan kebijakan diatas tersebut disimpulkan bahwasanya 

kebijakan DISPENDUKCAPIL Kota Surabaya telah sesuai dengan 
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peraturan yang mengatur tentang nasab anak tersebut dan ketika menelaah 

kebijakan diatas juga mempunyai maslah}ah yang berupa kemaslahatan 

untuk semuanya terutama anak untuk melindungi hak anak tersebut. 

2. Menurut pandangan Kepala KUA tentang kebijakan DISPENDUKCAPIL 

Kota Surabaya mengenai nasab anak tersebut sudah sesuai dengan KHI, 

UU RI No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang digunakan pula oleh 

Kepala KUA se-Indonesia dan juga disamping itu seorang anak harus 

dilindungi hak anak diantaranya: (1) H}aqqul Wilayah; (2) H}aqqul Rada>’ah; 

(3) H}aqqul Munafaqah; dan (4) H}aqqul Irthi. 

3. Secara yuridis Pandangan Kepala KUA Surabaya tentang Kebijakan 

DISPENDUKCAPIL Kota Surabaya sudah sesuai dengan Kompilasi 

Hukum Islam, UU RI No.1 Tahun 1974, UU RI No.23 Tahun 2002 tentang 

Perlindungan anak dan Peraturan Nasional lainnya yang relevan peraturan 

tersebut mengatur nasab anak/status anak. Perlu digaris bawahi untuk anak 

adopsi/anak angkat yang diketahui orang tua kandungnya maka di dalam 

Akta kelahiran tercantum nama kedua orang tua kandungnya tetapi ada 

tambahan catatan pinggir yang berupa suatu penetapan dari Pengadilan 

bahwa anak tersebut telah diadopsi orang lain dan orang tua angkat harus 

memberitahukan kepada anak angkatnya mengenai asal usulnya dan orang 

tua kandungnya (pasal 40 UU RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan 

Anak). 
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B. Saran 

Kita juga tidak dapat mempungkiri bahwasanya Dinas Kependudukan dan 

Catatan Sipil adalah instansi administrasi yang bertugas untuk pelayanan 

publik warga Kota Surabaya bukan sebagai lembaga hukum. Akan tetapi, 

alangkah sebaiknya untuk mencegah atau menghindari hal-hal yang tak 

diinginkan di kemudian hari. Jika ada seseorang yang hendak 

mendaftarkan/membuat akta kelahiran alangkah sebaiknya ditanyain secara 

mendetail meskipun itu pendaftarannya berada di Dinas Kependudukan dan 

Catatan Sipil Kota Surabaya ataupun pendaftaran melalui online di 

Kecamatan dan warga dianjurkan untuk berkata yang sejujur-jujurnya karena 

tak semua warga Kota Surabaya faham mengenai hukum seperti halnya nasab 

anak ataupun keperdataan anak tersebut baik itu anak sah, anak luar nikah, 

anak angkat, anak adopsi, anak terlantar maupun anak asuh karena masih 

banyaknya kasus-kasus yang terjadi di KUA contohnya: dalam Akta Kelahiran 

tertulis nama orang tua angkat sebagai orang tua kandung yang tidak ada 

catatan pinggir (penetapan pengadilan) dan itu juga akan mempengaruhi 

dalam perwalian ketika hendak menikah serta ahli waris ketika orang tuanya 

meninggal dunia. Karena Akta Kelahiran adalah bukti autentik di yang diakui 

di Indonesia ini serta mempunyai kekeuatan hukum tetap. Kepada warga Kota 

Surabaya ketika mendaftarkan anaknya untuk pembuatan akta kelahiran 

sebaiknya memaparkan berkas dengan kebenaran yang real dan sejujur-

jujurnya karena nasab anak dalam akta kelahiran akan berpengaruh besar dan 

penting dikemudian hari kelak ketika anak tersebut telah dewasa. 
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